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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif A tidak dilambangkan  
ب Ba B Bc 
ت Ta T Tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha K ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin S es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
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ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha Y Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fathah a a 
 ِا kasrah i i 
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 ُا ḍammah u u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َ[]ْ َ^  : kaifa 
  َل_َْھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ىَ  |اَ... Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 ُو Dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh  
 َتbcَ: mata 
 dcََر : rama 
  ْe]ِْf : qila 
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  ُت_ْgَُh : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 
Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 
dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 
"h".  
Contoh:  
  ِل [ََْطnْا ُopََوَر : raudal al-at fal 
  ُoَqpِ bَrsْا ُoَthْ uِgَsَْا : al-madinah al-fadilah 
ogَvْwِsَْا        : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
bَtﱠyَر: rabbana 
bَt]ْ ﱠzَ{: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
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Contoh: 
 ُoَr}َqَْrsَْا: al-falsafah 
 َُد~ِsَْا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  
dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
  ُتْcُِأ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 َنْوُcُْَ: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 ٌءْَ: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
xv 
 
 
 
9. Lafz al-Jalalah ( ﱠﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
  ﱠﷲ ُhِْد Dinullahbِqﱠsا billah 
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
 ْُھ   ﱠﷲ oِgََْر ِْHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
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a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  : Fausiah  
Nim  : 10100115021 
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN  
                          PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN 
                          SENGKETA TANAH DI DESA SOKKOLIA KECAMATAN 
                          BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA 
 Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) Apa faktor-faktor yang 
mempengaruhi fungsi Pemerintah Desa dalam penyelesaian Sengketa Tanah di 
Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa? 2) Bagaimana 
Pemerintah Desa dalam memutuskan perkara Sengketa tanah di Desa Sokkolia 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ? 
 Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Apa faktor-faktor 
yang mempengaruhi fungsi Pemerintah Desa dalam penyelesaian Sengketa tanah 
di Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa serta mengetahui 
Bagaimana Pemerintah Desa dalam memutuskan perkara Sengketa Tanah di Desa 
Sokkolia Kecamatan Bontomarannu  Kabupaten Gowa. Penelitian ini berlokasi di 
Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa karena berdasarkan 
dari hasil pengamatan penulis masih banyak kasus Sengketa Tanah di Desa 
Sokkolia dengan alasan dan faktor mempengaruhi. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research kualitatif, 
diskriftif yaitu metode yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek 
sesuai apa adanya. Metode ini sesuai untuk meneliti kasus Sengketa Tanah. 
Dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti kepala desa, sekretaris 
desa, dan masyarakat sekitar. Adapun sumber data yaitu data primer, data 
sekunder, dan data tersier. 
 Hasil dari penelitian yaitu : 1) Berdasarkan dari hasil wawancara dan data 
Kepala Desa sangat berperan dalam menyelesaikan Sengketa, terutama mengenai 
Sengketa Tanah. Peran Kepala Desa dalam penyelesaian Sengketa Tanah di Desa, 
diawali jika terjadi suatu Sengketa dalam masyarakat, dimana salah satu pihak 
yang merasa dirugikan mengadukan atau menyampaikan permasalahannya kepada 
Kepala Desa. 2) Pemerintah Desa tetap berusaha bagaimana kasus Sengketa 
Tanah itu tidak berlanjut ketingkat Kecamatan sehingga Pemerintah Desa bersama 
dengan aparat babinsa dan binmas berusaha bagaimana supaya kedua belah pihak 
bisa damai secara kekeluargaan 
 Implikasi penelitian : 1) Untuk Pemerintah Desa sebaiknya memotifasi 
masyarakat untuk menerbitkan  sertifikat Tanah bagi  warganya. 2) Pemerintah 
Desa harus lebih cepat tanggas dan  tegas dalam menyelesaikan perkara Sengketa 
Tanah antara warganya. 3) Pemerintah Desa harus mengetahui batas-batas setiap 
Tanah warganya untuk  menimimalisis  perkara  Sengketa  Tanah. 
 
 
  
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan benda yang sangat prinsip dalam kaitannya dengan 
kehidupan makhluk hidup. Fluktuasi harga tanah sangat cepat berubah dan 
perubahan harga ini cenderung meningkat dan tidak pernah turun. Hal seperti ini 
orang akan mati-matian mempertahankan tanahnya apabila hak kepemilikannya 
diganggu oleh orang lain. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa hak 
atas tanah adalah hak mutlak, artinya hak yang tidak dapat diganggu gugat 
terhadap tanah padahal hak atas tanah didalamnya mengandung funs sosal, artinya 
tanah bisa dimanfaatkan oleh siapapun asalkan prosedur hukum telah ditempuh, 
terlebih apabila calon pengguna tanah adalah negara dan digunakan untuk 
kepentingan umum. Sebetulnya berdasarkan hak yang dimiliki oleh negara, demi 
kepentingan umum negara berhak untuk melakukan pemaksaan seseorang atau 
lembaga hukum untuk melepaskan hak atas tanahnya. Namun hak negara ini tidak 
boleh meninggalkan prinsip kepemilikan individu.1 Sebagaimana firman Allah 
dalam Qs. Al- A’raf /7:10 
Terjemahnya:2 
“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan 
kami adakan bagimu dimuka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah 
kamu bersyukur.” 
                                                          
1 Mudakir, “model pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di DKI Jakarta”, dalam 
Media Jaya No. 006 Th XXVIII Juli 2004, hlm.48 
2 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan.op.cit.1 
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 
2, Pemerintahan  Desa kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan 
nama lain.3 
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan  Desa, pada dasarnya 
bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. 
Namun demikian dalam suatu masyarakat Desa tidak dapat mengganggu 
ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Umumnya, sengketa yang banyak 
terjadi dalam masyarakat Desa adalah mengenai sengketa tanah. Apabila terjadi 
suatu sengketa tanah di Desa, maka para pihak yang bersengketa biasanya 
menempuh cara-cara penyelesaian sengketa damai diluar pengadilan. 
Penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara hukum dibenarkan dalam 
peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam pasal 3 ayat (1) 
secara tegas disebutkan bahwa, “Penyelesaian perkara diluar Pengadilan atas 
dasar perdamaian atau melalui (Arbitrase) tetap diperbolehkan”.4Penyelesaian 
sengketa diluar pengadilan dengan cara berdamai juga memiliki kekuatan hukum 
sebagaimana dalam KUHPerdata pasal 1858 yang berbunyi “segala perdamaian 
mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan hakim 
dalam tingkat penghabisan, tidak dapat perdamaian itu ditolak dengan alasan 
kehilapan mengenai hukum dengan alasan bahwa satu pihak merasa dirugikan.. 
                                                          
3 Tim Visi Yustisia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 
Terkait. (Cet  1 Jakarta: Visimedia, 2015), h. 54 
4 https//www.google.co.id/search?= uu tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan 
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Kebijakan otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 
Tentang Pemerintahan  Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 
Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya asing 
Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, bahwa efesien dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan 
Pemerintah pusat dengan Daerah dan antar Daerah, potensi dan keanekaragaman 
Daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan 
kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah disertai dengan pemberian hak 
dan kewajiban menyelenggarakan otonomi Daerah dalam kesatuan sistem 
penyelenggaraan Pemerintahan negara, Pemerintah Daerah adalah 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan  oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Urusan Pemerintahan  
adalah kekuasaan Pemerintahan  yang menjadi kewenangan presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian negara dan penyelengara 
Pemerintahan  Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterahkan masyarakat. Otonomi Daerah merupakan suatu wewenang 
untuk menyelenggarakan Pemerintahan  sendiri (Local self government) yang 
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memiliki dua unsur utama, yaitu mengatur (rules making, regeling) dan mengurus 
(rules application, bestuur). Pada tingkat makro (negara) kedua wewenang itu 
lazim disebut sebagai wewenang membentuk kebijakan (policy executing). Jadi, 
dengan pembentukan Daerah otonom berarti telah terkandung penyerahan 
wewenang untuk mengatur dan mengurus oleh local goverment.5 Sebagaimana 
firman Allah dalam Q.S Al Kahfi Ayat /18:8 
$ ¯ΡÎ)uρ tβθ è=Ïè≈ yf s9 $tΒ $ pκö n=tæ # Y‰‹ Ïè|¹ # ·— ã ã_ ∩∇∪   
Terjemahnya : 
“ Dan Sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di 
atasnya menjadi tanah rata lagi tandus “. 
Kepala Desa dalam mendamaikan sengketa dapat meminta penjelasan atau 
keterangan para pihak yang bersengketa dan bahkan dalam hal yang 
memungkinkan dapat mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk duduk 
bersama membicarakan mengenai apa yang di persengketakan. Apabila para pihak 
yang bersengketa sepakat untuk mengakhiri persengketaannya, maka kedua belah 
pihak membuat kesepakatan secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan segala 
sengketa yang telah didamaikan oleh Kepala Desa, pada asasnya bersifat mengikat 
pihak-pihak yang bersengketa. 
Sekalipun penyelesaian sengketa dengan cara damai oleh Kepala Desa di 
anggap sangat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, namun 
demikian dalam kenyataannya peran Kepala Desa dalam mendamaikan sengketa 
tanah di Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, nampaknya 
belum terlaksanakan secara efektif. Hal ini dapat terlihat dari sekian banyak kasus 
                                                          
5 Hoessein, Benyamin, Evaluasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Harian Suara 
Karya, Jakarta, edisi 14 Februari 2002,h.IV 
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sengketa yang ditangani oleh Kepala Desa, masih sedikit diantaranya yang dapat 
diselesaikan secara damai, sehingga para pihak yang bersengketa memutuskan 
untuk menempuh penyelesaian persengketaannya melalui pengadilan. Ketidak 
mampuan tersebut kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara 
lain sebagai berikut : 
Pertama; Kepala Desa dalam mendamaikan sengketa tanah, hanya didasarkan 
pada pengalaman semata. Penyelesaian sengketa sesungguhnya tidak cukup jika 
hanya didasarkan pada pengalaman semata, akan tetapi perlu ditangani dengan 
mengandalkan pendidikan dan pengetahuan yang cukup memadai tentang 
bagaimana mendamaikan suatu sengketa dengan baik. Dengan pendidikan dan 
pengetahuan yang cukup memadai, terutama pada bidang pendidikan sosial dan 
bidang hukum. Kepala Desa dapat menggunakan berbagai teknik dan pendekatan 
dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, seperti pendekatan dengan 
melalui konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi yang umumnya banyak 
digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam dunia usaha. Hal ini merupakan 
pilihan-pilihan yang perlu ditempuh oleh Kepala Desa, sehingga usaha untuk 
mendamaikan para pihak yang bersengketa dapat terwujud. Namun demikian pada 
umumnya tingkat pendidikan Kepala Desa di Desa Sokkolia Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa masih rendah, sehingga hal ini berpengaruh 
terhadap fungsi Pemerintah Desa dalam mendamaikan sengketa tanah di Desa 
Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. 
Kedua; Dalam suatu komunitas setingkat Desa, pada umumnya masyarakat sangat 
menghargai dan mematuhi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa 
dan dipatuhi secara turun temurun. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Adat di 
Desa merupakan hal yang sangat penting dalam upaya untuk membantu Kepala 
6 
 
 
 
Desa dalam mendamaikan sengketa tanah di Desa Sokkolia Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa, Namun karena hampir semua di Desa Sokkolia 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa sudah tidak terdapat lembaga Adat, 
akan tetapi Tokoh Adat yang masih memelihara Adat istiadat dan kebudayaan 
masih ada. 
Ketiga; keterlibatan para tokoh Agama dan tokoh masyarakat serta lembaga 
kemasyarakatan lainnya sangat membantu Kepala Desa dalam mendamaikan 
sengketa tanah, oleh karen itu, pendapat dan pertimbangan dari para ulama dan 
tokoh agama, tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya 
yang ada di Desa, setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan atau pertimbangan oleh 
Kepala Desa dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Namun demikian 
kelihatannya para ulama atau tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan lainnya tidak melibatkan diri dalam upaya penyelesaian sengketa 
secara damai melalui Kepala Desa sehingga hal ini sangat mempengaruhi fungsi 
Pemrintah Desa dalam mendamaikan sengketa tanah di Desa Sokkolia Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa. 
Keempat;Sosialisasi mengenai tugas dan kewajiban Kepala  Desa merupakan hal 
yang sangat penting untuk dilaksanakan. Bagaimanapun ,masyarakat harus 
mengetahui secara jelas mengenai penyelesaian sengketa secara damai melalui 
Kepala Desa. Dengan melalui sosialisasi, masyarakat dapat diarahkan untuk 
menempuh berbagai pilihan dan sekiranya pilihan penyelesaian sengketa secara 
damai melalui Kepala Desa dianggap penyelesaian yang efektif dan dapat 
menguntungkan kedua belah pihak, tentunya hal ini menjadi pilihan utama para 
pihak yang bersengketa. Namun demikian, sosialisasi mengenai tugas dan 
kewajiban Kepala Desa dalam mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, 
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kelihatannya belum dilaksanakan sehingga hal ini sangat mempengaruhi fungsi 
Pemerinta Desa dalam meendamaikan Sengketa Tanah di Desa Sokkolia 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Sebagaimana firman Allah dalam 
.Q.S As Sajdah / 32:7   
ü“Ï% ©!$# z|¡ ôm r& ¨≅ ä. > óx« … çµ s)n=yz ( r&y‰t/uρ t, ù=yz Ç≈ |¡ΣM}$# ÏΒ &ÏÛ ∩∠∪ 
Terjemahnya: 
Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang 
memulai penciptaan manusia dari tanah.6 
Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.7 Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga 
perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan 
demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 
Pemerintahan  dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan 
sejahtera. Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan  Daerah 
Undang-Undang yang mengatur otonomi Daerah itu dibentuk guna memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang menginginkan diberikan peran dan partisipasi yang 
lebih luas dalam mengatur Daerahnya. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang 
dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan (pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014) maksud dari hak, 
                                                          
6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan.op.cit.4 
7 Tim Visi Yustisia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 
Terkait. (Cet . 1 Jakarta: Visimedia, 2015), h.41 
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wewenang adalah kewajibannya mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk 
menyelenggarakan urusan Pemerintahan  Desa untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 
yang hidup berkembang dimasyarakat. Diakui dan dihormati dalam sistim 
Pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian mengenai Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintahan  Desa Dalam Penyelesaian 
Sengketa Tanah di Desa Sokkolia ü Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa . 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan 
dalam menginterpretasikannya, maka yang menjadi deskripsi fokus dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki 
oleh  sesorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan 
kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya. 
2. Sengketa adalah pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya 
komposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, 
atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.8 
3. Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan karunia Tuhan 
Yang Maha Esa. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling 
mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan 
tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak lahir hinggah 
                                                          
8 http://gemaisgery . blogspot. Com/2010/06/ penyelesaian-sengekta-ekonomi.html 
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kemudian meninggal dunia. Begitu urgennya tanah dalam hubungannya 
dengan kehidupan manusia, maka oleh Ter Haar9 dijelaskan bahwa tanah 
merupakan tempat tinggal, tanah memberi kehidupan dan penghidupan, 
tanah dimana manusia dimakamkan dan hubungannya bersifat magis-
religius. 
4. Sengketa Tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih 
yang sama mempunyai kepentingan atas status objek tanah antara satu atau 
beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu 
bagi para pihak 
5. Desa atau disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia terbentuk. Desa memiliki hak asal usul dan hak 
tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa. 
C. Rumusan Masalah  
1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Pemerintah Desa dalam 
penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sokkolia Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa  ? 
2. Bagaimana Pemerintah Desa dalam memutuskan perkara Sengketa 
Tanah di Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ? 
D. Kajian Pustaka  
                                                          
9Ter Haar. Asas-asas dan susunan Hukum Adat. Terjemahan Soebakti Poesponoto. 
Penerbit PT. pradya Paramita. Jakarta. 1991. Hal 49. 
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Dalam kajian pustaka ini, masalah sengketa tanah sudah banyak 
ditulis didalam literature. Setelah menelusuri berbagai referensi yang 
berkaitan dengan pembahasan penyelesaian sengketa tanah, penulis 
menemukan beberapa buku ; 
1. Dr. Urip Santoso, S.H., M.H,  Hukum Agraria kajian komprehensif ,Tahun 
2012. Dalam tulisannya ini lebih memfokuskan pada masalah bagaimana 
hukum agraria nasional dan bagaimana agraria kolonial. Sedangkan dalam 
tulisan saya lebih memfokuskan bagaimana cara penyelesaian sengketa 
tanah dan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menyelesaian 
sengketa tanah. 
2. Dr.Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum. Hukum Pertanahan Adat , Tahun 
2017. Dalam tulisannya ini lebih memfokuskan terhadap bagaimana 
hukum pertanahan adat itu sendiri, dan beberapa aturan Daerah yang 
mengatur tentang masyarakat hukum adat. 
3. Adrian Sutedi , S.H., M.H. Tinjauan  Hukum Pertahanan . dalam 
tulisannya ini lebih memfokuskan terhadap politik hukum pertanahan , 
aspek hukum , penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan . 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Apa faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi 
Pemerintah Desa dalam penyelesaian Sengketa Tanah di Desa 
Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ? 
b. Untuk mengetahui Bagaimana Pemerintah Desa dalam 
memutuskan perkara Sengketa Tanah di Desa Sokkolia Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa ? 
2. Kegunaan Penelitian 
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a. Secara teoritik merupakan sumbangan bagi pengembangan ilmu 
hukum dibidang penyelesaian sengketa pertanahan. 
b. Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 
usaha untuk mewujudkan penyelesaian sengketa tanah secara 
damai oleh Pemerintah Desa, sekaligus menumbuhkan kesadaran 
dikalangan masyarakat bahwa penyelesaian sengketa tanah secara 
damai oleh Pemerintah Desa merupakan cara penyelesaian 
sengketa yang efektif dan dapat memberikan kepuasan kedua belah 
pihak yang bersengketa, serta dapat menghindari terjadinya 
permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa yang pada 
akhirnya dapat menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam 
masyarakat di Desa. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETES 
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Syar’i 
Secara lughawy (etimologis) syariat berarti jalan ketempat 
pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus diturut. Syariat juga 
berarti tempat yang akan dilalui untuk mengambil air disungai. 
Kata syariat terdapat dalam beberapa ayat al-quran seperti dalam 
Al-Maidah ayat 48, Al-Syura ayat 13, dan Al-Jatsiyah ayat 18, yang 
pada perinsipnya mengandung arti “jalan yang jelas membawa kepada 
kemenangan”. Dalam hal ini, agama islam yang ditetapkan untuk 
manusia disebut syariat, karena umat islam selalu melaluinya dalam 
kehidupan mereka didunia. Adapun dari segi kesamaan antara syariat 
islam dengan “jalan air” (seperti dalam pengungkapan lughawy di atas) 
terletak pada bahwa siapa yang mengikuti syariat jiwanya akan 
mengalir dan bersih. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan 
tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana ia menjadikan syariat bagi 
penyebab kehidupan jiwa manusia. 
Ahli ushul fiqih dan ahli fiqh berbeda pandangan dalam 
mengartikan Hukum syar’i tersebut. Pihak yang  pertama, 
mendefinisikan Hukum syar’i sebagai kitab (titah) allah yang 
berhubungan dengan perbuatan mukalaf yang mengandung tuntutan, 
kebolehan, boleh pilih atau wadha’( yaitu mengandung ketentuan 
tentang ada atau tidaknya sesuatu Hukum). Sedangkan pihak kedua, 
mendefinisikan sebagai efek yang dikehendaki oleh titah allah tentang 
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perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. Dan melalui 
pemahamannya terhadap defenisi ini ada ulama yang mengatakan 
bahwa Hukum syar’i itu merupakan koleksi daya upaya para fuqaha 
untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.1 1 
2. Pemberitahuan Hukum Syar’i 
Kenyataan menunjukkan bahwa manusia hidup dalam suatu 
komunitas, dimana masing-masing mereka mempunyai kepentingan 
sendiri-sendiri yang kadang-kadang dalam memenuhi kepentingannya 
itu terdapat pertentangan kehendak antara satu dengan yang lainnya. 
Tugas pemberitahuan Hukum syar’I berikutnya setelah rasul meninggal 
diteruskan oleh para sahabat. Para ulama sahabat dan tabi’in yang 
meneruskan misi nabi itu ada yang menyampaikannya dalam bentuk “ 
bunyi sabda” yang mereka pahamkan. 
B. Tinjauan Umum Tentang Peran Pemerintah Desa 
1. Pengertian Peranan Pemerintah Desa 
Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai 
dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat 
seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang 
diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan peranan adalah tindakan 
yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa 
atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. 
Pemerintah berarti organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan 
Negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan 
                                                          
1 1Baca, Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Al-Najlis al-A’la al-Indonesia 
li al-Dakwah al-Islamiyah, 1970), hlm 100; Muhammad Al-Khudhary Beik, Ushul Fiqh, (Beirut: 
Dar al-fikr, 1969) hlm. 18: Lihat juga Al- Ashiddiqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan 
Bintang 1974) hlm. 44, selanjutnya disebut Ashiddiqy, Falsafah…: dan pengantar Hukum Islam II 
( tempat dan penerbit yang sama, 1975). 118,selanjutnya disebut Ashiddiqy, pengantar…” 
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Negara. Sedangkan Pemerintahan adalah segala kegiatan yang 
terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, 
berlandaskan pada dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah 
Negara itu demi terwujudnya tujuan Negara. Pemerintahan diartikan 
sebagai segala hal yang berupa memerintah baik dalam hal kegiatan, 
urusan ataupun  sebagainya. Selanjutnya W. Y. S. Poerwadarminta 
Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah 
berasal dari kata perintah, yang memiliki arti sebagai berikut: 
1. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan 
sesuatu. 
2. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (Daerah 
Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara. 
3. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) 
memerintah. 
Government dari bahasa inggris dan Government dari bahasa 
perancis yang keduanya berasal dari bahasa latin, yaitu 
gubernaculums, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam 
bahasa Indonesia menjadi pemerintah atau Pemerintahan dan 
terkadang juga menjadi penguasa sedangkan Pemerintahan adalah 
lembaga atau badan-badan public dalam menjalankan fungsinya untuk 
mencapai tujuan Negara (Ermaya Suradinata). Pemerintahan dalam arti 
luas adalah segala kegiatan badan-badan public yang meliputi kegiatan 
legislative, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan 
Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-
badan public yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. 
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Strong). 1 2 Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 
Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam 
konteks otonomi Daerah, dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor  
Nomor 23 Tahun 2014 yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah 
provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala Daerah provinsi dan 
kabupaten/kota terdiri atas kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh 
perangkat Daerah dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara yang diatur dalam pasal 58. Adapun asas 
tersebut adalah : 
1. Kepastian Hukum  
Asas kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang 
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara 
2. Tertib Penyelenggaraan Negara 
Asas tertib penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi 
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 
penyelenggaraan Negara. 
 
 
 
                                                          
1 2http://www.othe.org/ilmu-pengetahuan/ekonomi/2173/apa-itu-pengertian-pemerintahan 
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3. Kepentingan Umum 
Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 
selektif. 
4. Keterbukaan 
Asas keterbukaan adalah memperoleh informasi yang benar, jujur, 
dan tiadak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 
rahasia Negara. 
5. Proporsionalitas  
Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara. 
6. Profesionalitas  
Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
7. Akuntabilitas  
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus 
dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
8. Efisiensi 
Asas efesiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi 
penggunaan sumer daya dalam penyelenggaraan Negara untuk 
mencapai hasil kerja yang terbaik. 
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9. Efektivitas  
Asas efektivitas adalah asas yang erorientasi pada minimalisasi 
penggunan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk 
mencapai hasil kerja yang terbaik. 
10. Keadilan  
Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelanggaraan 
Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 
warga Negara. 
Daerah adalah wilayah yang biasanya mengandung kesamaan 
dalam ciri-ciri tertentu. Suatu Daerah dibatasi oleh letak geografis, 
seperti propinsi-propinsi di Indonesia. Tetapi propinsi-propinsi di 
Indonesia juga merupakan kesatuan administratif Pemerintahan. Suatu 
Daerah mungkin didirikan oleh kesamaan dalam hal sosial, budaya, 
dalam hal iklim, lahan, flora, dan fauna, dan dalam hal ekonomi 
wilayah. 
Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi Daerah, 
oleh karena itu Desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan 
dengan otonomi Daerah dan desentralisasi.desentralisasi sebagai cikal 
bakal lahirnya otonomi Daerah yang pada akhirnya lahir Pemerintahan 
Desa sebagai lingkup terkecil dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
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kesatuan Republik Indonesia.1 3 Desa merupakan organisasi komunitas 
lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah 
penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya 
sendiri.11 istilah atau sebutan Desa yang merupakan sebagai kesatuan 
masyarakat Hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda, di mana 
pada umumnya Desa mempunyai Pemerintahan sendiri yang dikelola 
secara otonom tanpa ikatan hierarkis-struktural dengan struktur yang 
lebih tinggi.12 jadi Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system 
Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. 
Otonomi Desa pada hakikatnya adalah sama dengan otonomi 
Daerah. Akan tetapi, muatan yang menjadi kewenangan Desa otonom 
hanya pada wilayah Desa tertentu saja. Tidak ada defenisi baku 
mengenai pengertian otonomi Daerah, akan tetapi otonomi Daerah 
dapat diartikan sebagai pemberian wewenang dari Daerah kepada Desa 
untuk mengurus sendiri segala urusan Desa sesuai dengan kebutuhan 
dan faktor Desa masing-masing. Otonomi Desa merupakan suatu 
konsep yang tidak dapat dipisahkan dari Negara kesatuan Republik 
Indonesia, karena Desa merupakan sub atau bagian Daerah atau 
wilayah terkecil dalam sistem Pemerintahan yang ada di Indonesia. 
Maka otonomi Desa merupakan satu kesatuan dengan Negara kesatuan 
Republik Indonesia yang menerapkan sistem Pemerintahan Daerah 
(otonom Daerah), dengan catatan bahwa otonom Desa bukanlah 
cabang dari otonom Daerah, karena yang memberi inspirasi adanya 
otonom Daerah yang khas bagi NKRI adalah otonom Desa. Otonom 
                                                          
1 3 Tim Visi Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desadan Peraturan 
Terkait/Tim Visi Yustisia. Cet.1, Jakarta : 2015, h.3 
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Desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan 
indonesia mulai dari pusat sampai dengan Daerah yang kemudian 
bermuara pada regulasi otonom Desa yang tetap berpedoman pada 
keaslian Desa sebagai kesatuan masyarakat Hukum.11 
2. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa 
Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi di sistem Pemerintahan 
Desa yang memiliki tugas dan wewenang yang ditentukan oleh undang-
undang. Pasal 26 ayat (1) bahwa kepala Desa bertugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembina 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya 
ayat (2) memiliki wewenang, yaitu : 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa: 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa: 
d. Menetapkan peraturan Desa: 
e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa : 
f. Membina kehidupan masyarakat Desa: 
g. Membina ketentraman dan ketertiban mayarakat Desa: 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa : 
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa: 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarkat Desa: 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna: 
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m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif: 
n. Mewakili Desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 
kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan: dan 
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan dalam pasal (3) kepala Desa memiliki hak: 
a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa; 
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa; 
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 
d. Mendapatkan pelindungan Hukum atas kebijakan yang 
dilaksanakan; dan 
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 
kepada perangkat Desa; 
Kewajiban kepala Desa dalam melaksanakan Pemerintahan di Desa, 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 206 ayat 1 dan pasal 208 yang 
masing-masing berbunyi sebagai berikut pasal 206 ayat 1 berbunyi “ 
Urusan Pemerintahan Yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa” 
dan pasal 208 berbunyi ” Tugas dan Kewajiban Kepala Desa dalam 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan 
perda berdasarkan Peraturan Pemerintah “. Selain diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga diatur 
dalam pasal : 15 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
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tentang Desa Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala 
Desa mempunyai kewajiban antara lain adalah : 
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa 
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih, serta bebas dari 
kolusi, korupsi, dan nepotisme; 
7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di Desa; 
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik 
9. Mengelola kuangan dan aset Desa. 
10. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa. 
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa. 
12. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai sosial budaya dan adat 
istiadat . 
13. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa. 
14. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 
15. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 
kuasa Hukumnya. 
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Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib 
bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila Kepala Desa 
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak bersikap adil dan 
diskriminatif dan bahkan mempersulit dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, dapat diberi teguran dan atau peringatan tertulis dari 
Badan Perwakilan Desa. 
Selain tugas sebagaimana dikemukakan diatas, Kepala Desa juga 
mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan Badan 
Perwakilan Desa. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala Desa 
bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa 
dan menyampaikan laporan penyelenggaraan tugasnya kepada Bupati. 
Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas tersebut disampaikan 
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 
Pembangunan Hukum sejalan dengan tugas dan kewajiban Kepala 
Desa yang pada muaranya bertujuan mensejahterahkan 
masyarakat.Pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap 
perkembangan (Budaya) masyarakat. Pembangunan Hukum harus 
merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan 
masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kebijakan pembangunan Hukum 
harus merupakan skema kebijakan yang didalamnya melibatkan partisipasi 
public, dari berbagai kelompok dan golongan serta menjadi pedoman bagi 
pemegang mandate dalam merealisasikannya, sehingga Hukum dapat 
berjalan dengan baik. Hoebel dalam buku Otje Salman dan AntonF 
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Susanto ‘Teori Hukum hal. 152’ Menjelaskan ada empat Fungsi dasar 
Hukum Yaitu: 
1. Menetapakan hubungan antara anggota masyarakat, dengan 
menunjukkan jenis tingkah laku diperkenankan dan yang dilarang. 
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa-siapa saja 
yang boleh secara sah menentukan paksaan serta siapa yang harus 
menaatinya dan memilih sanksi yang efektif. 
3. Menyelesaikan sengketa. 
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri 
dengan kondisi kehidupan yang dinamis dengan cara merumuskan 
kembali hubungan antara para anggota masyarakat itu. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah pasal 206 huruf a, maka Kepala Desa dalam 
menjalankan Tugas dan Kewajibannya harus memiliki kearifan lokal. 
Kearifan lokal dalam buku peran asas-asas umum Pemerintahan yang 
layak dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih yang ditulis oleh 
Muin fahmal halaman 45 bahwa kearifan berarti kebijaksanaan, 
kecenikiawanan sebagai suatu yang dibutuhkan dalam melayani orang. 
Melayani orang harus memiliki sifat ilmu, yaitu netral, jujur dan tidak 
punya kepentingan melainkan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai 
budaya dan kebenaran sesuai ruang lingkupnya. Sedangkan lokal 
berarti tempat atau pada suatu tempat yang tumbuh dan hidup sesuatu 
yang mungkin berbeda di tempat lain, sesuatu yang bernilai yang 
mungkin berlaku setempat atau berlaku universal. 
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3. Kewenangan Desa 
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa, 
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa, berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang 
masih hidup dan prakarsa masyarakat Desa, sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat. Sementara itu, kewenangan 
lokal berskala adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau 
yang muncul karen perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat 
Desa. 
C. Tinjauan Umum Tentang Agraria dan Tanah 
1. Pengertian Agraria 
Istilah agraria berasal dari kata akker (bahasa Belanda), agros 
(bahasa yunani) berarti tanah pertanian, agger (bahasa latin) berarti 
tanah atau sebidang tanah, agrarius (bahasa Latin) berarti perladangan, 
persawahan, pertanian, agrarian (bahasa inggris) berarti tanah untuk 
pertanian. Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa arti 
agrarian adalah relating to land, or to a division or distribution of land: 
as an agrarian laws.1 4 Menurut  Andi Hamzah, agrarian adalah masalah 
tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya.1 5 Menurut Subekti 
                                                          
1 4Hanry Campbell Black, Black Law Dictionary, West Publishing Co., USA.1991, h. 43. 
 
1 5 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986,h. 32 
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dan R.Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang 
ada di dalam dan di atasnya.1 6 Apa yang ada di dalam tanah misalnya 
batu krikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah bias berupa 
tanaman, bangunan. 
 Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104- TLNRI No. 2043, 
diundangkan pada tanggal 24 september 1960. Undang-Undang ini 
lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA).Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, 
ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
(BARAKA). A.P. perlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria 
memiliki ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit, bias berwujud hak-
hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan pasal 1 dan pasal 2 
UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yaitu 
bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalam.1 7 
 
2. Pengertian Hukum Agraria 
Hukum agrarian merupakan satu kelempok berbagai bidang 
Hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas 
sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria.1 8 
Bachsan Mustofa menjabarkan kaidah Hukum yang tertulis adalah 
Hukum Agraria dalam bentuk Hukum Undang-Undang dan peraturan-
                                                          
1 6Subekti dan R. tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 12. 
1 7A.P. Pelindungan  (selanjutnya disebut A.P. Perlindungan- 1), Komentar Atas Undang-
Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1991, h. 36. 
1 8Soedikno Mertokusumo (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo -1), Hukum dan 
Politik Agraria, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta, 1988, h. 1.2. 
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peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh Negara, sedangkan kaidah 
Hukum yang tidak tertulis adalah Hukum Agraria dalam bentuk 
Hukum Adat Agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan 
yang pertumbuhan, perkembangan, serta berlakunya dipertahankan 
oleh masyarakat adat yang bersangkutan.1 9 
 
3. Hak Penguasaan Atas Tanah 
Pengertian “ penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga 
dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan beraspek public. 
Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, 
yang dilindungi oleh Hukum dan pada umumnya memberi 
kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah 
yang dihaki, misalnya pemilik tanah menggunakan atau mengambil 
manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. 
Ada penguasaan yuridis, yang biar pun member kewenangan untuk 
menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya 
penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seorang yang 
memiliki tanah tidak menggunakan tanahnya sendiri akan tetapi 
disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah 
tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan 
oleh penyewa tanah. 
Pengaturan hak-hak atas tanah dalam Hukum tanah dibagi menjadi 
dua, yaitu 
a. Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai Lembaga Hukum 
                                                          
1 9 Bachsan Mustofa, Hukum Agraria dalam perspektif, Remadja Karya, Bandung, 1988, 
h. 11. 
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Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan 
tanah sebagai objek dan orang atau badan Hukum tertentu sebagai 
pemegang haknya. 
Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah 
adalah sebagai berikut: 
1. Memberi nama pada hak penguasaan yang 
bersangkutan ; 
2. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, 
wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang 
haknya serta jangka waktu penguasaannya; 
3. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang 
boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi 
penguasaannya; dan 
4. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya. 
 
b. Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai Hubungan Hukum Yang 
Konkret. 
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan 
tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan Hukum 
tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. 
Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah 
adalah sebagai berikut; 
1. Mengatur hal-hal mengenai penciptannya menjadi suatu 
hubungan Hukum yang konkret, dengan nama atau 
sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu; 
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2. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan 
hak-hak lain; 
3. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada 
pihak lain; 
4. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya; dan 
5. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.2 0 
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Diluar 
Pengadilan 
1. Pengertian Sengketa 
Hubungan setiap orang dalam lingkungan masyarakat, tidak 
tertutup kemungkinan dapat terjadi suatu sengketa. Terjadinya suatu 
sengketa dapat disebabkan oleh keadaan dimana pihak yang satu 
mempunyai masalah dengan pihak lainnya. Dalam suatu masyarakat, 
sengketa yang biasa terjadi adalah sengketa dalam lingkup keluarganya, 
antara sesama yang biasa terjadi adalah sengketa dalam lingkup keluarga, 
antara sesama kerabat yang hidup bersama, Hukum harta bersama dan 
perjanjian-perjanjian yang tersangkut paut dengan tanah atau biasa disebut 
dengan Sengketa Tanah. 
Dalam kamus Hukum edisi lengkap (1977:767) sengketa dalam 
bahasa Belanda disebut geding/gechel/rechtzaat yang artinya “perkara”. 
Dalam kamus yang sama, perkara disebut civil suit yang artinya perkara 
perdata. Pengertian perkara perdata adalah segala jenis persengketaan 
(yang diadukan ke pengadilan) terhadap perkara atau hal-hal seperti yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum dagang dan 
Undang-Undang kepailitan. 
                                                          
2 0 Ibid., h, 26-27 
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Sejalan dengan pengertian tersebut Abdul Kadir Muhammad 
(2000:1) Mengemukakan bahwa yang dimaksud dengn Hukum perdata 
adalah “ segala peraturan Hukum yang mengatur hubungan Hukum antara 
orang yang satu dengan orang yang lain” lebih lanjut Abdul Kadir 
mengemukakan bahwa istilah “perdata” sesungguhnya berasal dari bahasa 
sengsekerta yang berarti bahwa warga ( burger), pribadi (privat), sipil, 
bukan militer (civiel). Hukum perdata adalah Hukum mengenai warga, 
pribadi, sipil berkenaan dengan hak dan kewajiban. Dalam kamus umum 
Bahasa Indonesia (1976 : 916), sengketa diartikan sebagai pertengkeran 
pertikaian, perselisihan dan bahkan dapat juga diartikan sebagai perkara”. 
Terjadinya suatu sengketa pada awalnya dimuali dari suatu situasi 
dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Situasi yang 
demikian ini bermula dari suatu perasaan yang tidak puas sehingga pihak 
yang merasa dirugikan bersifat subjektif dan tertutup. 
Kejadian seperti ini dapat dialami setiap orang atau kelompok. 
Pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan ketidak puasannya 
kepada orang yang dianggap merugikannya. Dan orang yang 
merugikannya merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh pihak 
yang merasa dirugikan. Dengan demikian permasalahan yang dapat 
menimbulkan suatu sengketa dapat dihindari, namun sebaliknya bilamana 
perselisihan tersebut tetap berkelanjutan maka terjadilah apa yang disebut 
dengan sengketa. Dalam hubungan ini komar kantaatmadja (1998: 72), 
mengemukakan bahwa: “sengketa terjadi jika salah satu pihak 
menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi 
pihak lainnya menolak melakukan demikian”. 
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Apabila terjadi sesuatu sengketa, perselisihan dan perbedaan 
pendapat sangat sulit diselesaikan oleh masing-masing pihak, karena para 
pihak bertahan dalam posisi yang berbeda. Perbedaan pendapat dan 
perselisihan yang berkepanjangan dapat berakibat gagalnya suatu proses 
pencapaian kesepakatan. Dalam kondisi seperti ini, maka para pihak 
bersepakat memutuskan untuk mencari dimana proses penyelesaian 
sengketa tersebut dapat dilaksanakan. Apabila para pihak sepakat untuk 
menempuh penyelesaian sengketa diluar pengadilan, maka kedua belah 
pihak menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa yang menurut mereka 
dapat menguntungkan kedua belah pihak. 
Sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa 
bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai Negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 
ini bermakna bahwa Negara memiliki mendata untuk mengelolah seluruh 
sumber daya agrarian untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 
Akan tetapi, diakui bawa hingga saat ini, lima puluh tahun lebih 
kemerdekaan Indonesia, tujuan ini masih jauh dari harapan, dimana 
pengelolaan pertanahan  belum memperoleh penekanaan yang memadai. 
Perioritas  kebijakan yang diarahkan kepada upaya memacu sector-sektor 
pembangunan yang mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang 
tidak diakui dengan penataan masalah pertanahan, ternyata telah 
menimbulkan masalah besar dibidang pertanahan, sehingga masalah 
pertanahan di Indonesia telah mencuat kepermukaan dengan semakin 
maraknya komplik dan Sengketa Tanah. 
Gambaran Sengketa Tanah dapat dilihat dari ponomena berikut. 
Dilihat dari pihak-pihak yang bersengketa. Sengketa Tanah dapat terjadi 
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baik antara instansi pemerintah tertentu dengan masyarakat, masyarakat 
dengan investor, antar instansi pemerintah maupun antar masyarakat itu 
sendiri. Namun yang paling banyak dijumpai adalah Sengketa Tanah antar 
masyarakat dan antar keluarga seperti tanah warisan. Dengan kondisi 
seperti ini maka peran pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan dalam 
menangani penyelesaian Sengketa Tanah tersebut dengan memperiotaskan 
penanganan sengketa kepada kasus-kasus yang dapat menimbulkan 
kerawanan sosial kemasyarakatan, dan juga berdampak pada ekonomi dan 
politik dengan pendekatan kekeluargaan dan berkeadilan. 
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (litigasi) 
Umumnya penyelesaian sengketa yang sering dilakukan oleh 
masyarakat atau para pihak yang bersengketa adalah melalui jalur 
pengadilan (litigasi). Cara seperti ini dianggap lebih baik karena 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mempunyai kekuatan 
Hukum yang pasti dan bersifat final dengan posisi para pihak menang atau 
kalah (Win and Lose position). Namun demikian penyelesaian sengketa 
melalui jalur pengadilan (litigasi) bukanlah merupakan satu-satunya cara 
penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang 
bersengketa.  
3. Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Nonlitigasi) 
Dalam penyelesaian sengketa melalui Non-litigasi, kita telah 
mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute 
Resolutin (ADR), yang dijelaskan dalam pasal 1 angka (10) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang 
berbunyi “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, 
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yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 
medasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”  
 
E. Kerangka Konseptual 
Kerangka Konseptual Suatu kerangka konsepsionil merupakan 
kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, 
yang ingin atau akan diteliti. Suatu Konsep atau kerangka konsepsionil 
pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih 
kongkrit dari pada rangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. 
Konsepseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
 1.) Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian 
surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya 
dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya.  
 2.) Hak Ulayat adalah kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk 
mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber 
daya alam yang ada di wilayah Masyarakat Hukum Adat yang 
bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. 
 3.) Tanah Ulayat adalah tanah bersama-sama yang dimiliki oleh para 
warga masyarakat Hukum adat, yang di dalamnya melekat serangkaian 
hak, kewajiban dan wewenang dari masyarakat Hukum adat tersebut 
33 
 
 
 
menurut Hukum adat mereka, untuk mengelola dan mengambil manfaat 
terhadap tanah yang mereka kuasai yang terletak di dalam lingkungan 
wilayahnya.  
4.) Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun 
temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia 
karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan 
tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata Pemerintahan adat, 
dan tatanan Hukum adat di wilayah adatnya.  
5.) Buku Tanah adalah dokumen yang yang memuat data yuridis dan data 
fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Buku tanah 
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sertipikat tanah. 
Selain memuat data yuridis dan fisik suatu bidang tanah dalam buku tanah 
berisikan catatan apabila suatu bidang tanah kurang lengkap atau dalam 
sengketa dan juga mencatat adanya peralihan hak serta hak tanggungan ( 
Pasal 1 ayat (19) PP 24/1997).  
6.) Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah 
dalam bentuk peta dan uraian, yang dimaksud dengan data fisik tanah 
dalam Surat Ukur terdiri dari gambar bidang tanah, luas, menunjukkan 
letak 19 bidang tanah baik Desa/kelurahan, kecamatan maupun provinsi, 
nomor lembar peta, punujuk batas, maupun nama petugas ukur yang 
melakukan pengukuran bidang tanah tersebut (Pasal 1 ayat (17) PP 
24/1997).  
7.) Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu 
bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran 
bidang tanah baik berupa jarak,sudut, azimuth ataupun sudut jurusan Pasal 
1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria No.3/1997 (PMNA 3/1997) . 
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Gambar Ukur memuat peta gambar bidang tanah yang diukur serta batas-
batas bidang tanah secara jelas di lapangan, Gambar Ukur merupakan 
dasar acuan dari surat ukur. Hal ini berkaitan apabila terjadi perubahan 
data dilapangan atau ada sengketa batas di kemudian hari, maka Gambar 
Ukur menjadi tolok ukur yang dikuatkan dengan surat ukur sebagai data 
fisik lapangan. 
8.) Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disingkat Sengketa adalah 
perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan Hukum, atau 
lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan No.3/2011 (Perkaban 3/2011).  
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BAB III 
METEDOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu 
Kabupaten Gowa, dipilihnya lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan 
bahwa Sengketa Tanah yang terjadi di Daerah ini cukup tinggi disamping itu 
secara historis di Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa 
adalah sebuah distrik bagian dari kerajaan Gowa dimana Pemerintah dan 
masyarakatnya sangat mentaati hukum adat berlaku. Termasuk penelitian 
lapangan atau field research dalam mengumpulkan data dan informasi yang 
dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait dalam 
peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sokkolia 
Kecamatan Bontomarannu  Kabupaten Gowa .  
 Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa 
Sokkolia Kecamatan Bontomarannu  Kabupaten Gowa karena memudahkan 
penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya 
tujuan penelitian penulis. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Normatif dan Yuridis : 
1. Pendekatan normatif 
36 
 
 
 
Pendekatan normative adalah penelitian hokum yang bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara satu dengan  
peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.2 1 
2. Pendekatan yuridis 
Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hokum serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Secara yuridis 
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
kasus sengketa Tanah. 
 
C. Sumber Data 
1. Data Primer, Berupa data emperis yaitu data yang diperoleh langsung 
dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara . 
2. Data Sekunder, Berupa data-data normatife, yaitu data yang dikumpulkan 
dari berbagai perpustakaan, peraturan perundang-undangan serta beberapa 
dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa 
secara damai melalui Kepala Desa . 
3. Data Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus-
kamus dan ensiklopedia. 
 
 
 
 
                                                          
2 1http://lp3madililndonesia.blogspot.co.id/2011/01/devinisi-penelitian-metode-dasar.html 
(1juli 2017) 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan pengumpulan data dengan cara yakni melalui metode penelitian 
kepustakaan (field research). 
1. Metode Penelitian Kepustakaan (library research) 
Metode penelitian kepustakaan (library research) dimaksudkan untuk 
memperoleh data normatif yang berkaitan dengan peran pemerintah 
desa dalam mendamaikan sengketa tanah di Desa Sokkolia Kabupaten 
Gowa Kecamatan Bontomarannu yang bersumber dari : 
a. Peraturan Perundang-undangan 
b. Buku Bacaan (literature) Hukum dan hasil-hasil penelitian 
c. Dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penyelesaian 
sengketa secara damai melalui Kepala Desa. 
2. Metode Deskriptif Kualitatif 
Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk 
mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan 
keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan 
apa yang sebenarnya terjadi.  
 
E. Instrumen Penelitian 
 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian atau alat 
peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”.Uji 
validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen 
dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur 
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apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkap mengapa yang ingin 
diungkapkan. 
 Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 
atas temuannya.2 2 
 Instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen 
Non test, yang berupa:  
1. Interview 
Interview yang sering disebut juga dengan wawancara adalah sebuah 
dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari 
narasumber. 
2. Observasi 
Dalam hal ini pengamatan langsung, baik berupa rekaman, gambar, dan 
rekaman suara. 
3. Dokumentasi 
Penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-
arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak Kepala 
Desa Sokkolia Kabupaten Gowa. 
 
 
 
                                                          
2 2Sugiyono,Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D(Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 222.  
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F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 
 Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif 
terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur 
pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat 
umum. Data yang diperoleh dari Kepala Desa dan bahan-bahan yang dibutuhkan 
tentang Sengketa Tanah dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan secara 
induktif untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi ini meliputi isi dan 
struktur hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam 
menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti 
dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau 
tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 
tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan bahan referensi. 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data 
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga 
data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam 
penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil 
observasi sebagai bahan referensi. 
40 
 
BAB IV  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN PEMERINTAH 
DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA 
SOKKOLIA KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA  
A. Gambaran Umum Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu 
Kabupaten Gowa  
1. Letak Geografis 
Desa Sokkolia adalah merupakan salah satu Desa yang teletak dibagian 
Selatan Kecamatan Bontomarannu, yang berjarak 8 Km dari Ibu Kota 
kecamatan Bontomarannu dan berjarak 15 Km dari Ibu Kota Kabupaten 
Gowa. 
Wilayah Desa Sokkolia secara administrative dibatasi oleh wilayah 
Desa-Desa tetangga dan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Gowa. 
Adapun Batas – Batas Desa Sokkolia, sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan Desa Pakatto/Kel.Bontomanai 
 Sebelah Timur berbatasan Desa Mata Allo/Desa Romangloe. 
 Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Pallangga 
 Sebelah Barat berbatasan Kelurahan Bontomanai 
2. Luas wilayah 
Wilayah Desa Sokkolia terdiri dari 4 Dusun, 9 Rukun Warga 
(RW), 20 Rukun Tetangga (RT) yaitu: 
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a. Dusun Timbuseng terdiri dari 3 RW dan, 7 RT 
b. Dusun Borong Kaluku, terdiri dari 2 RW dan 4 RT. 
c. Dusun Borong Bulo terdiri dari 2 RW dan 4  RT. 
d. Dusun Borong Rappo, terdiri dari 2 RW dan 5 RT 
Luas wilayah Desa Sokkolia  ± 952.06 Ha. Luas lahan yang 
ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokan seperti 
untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan 
Iain-lain. Luas lahan yang diperuntukan fasilitas umum adalah 
sebagai berikut: luas Tanah untuk jalan 55,65 Ha; Tanah untuk 
bangunan umum 7,55 Ha; luas lahan untuk pemakaman 3,41 Ha. 
Wilayah Desa Sokkolia secara geografis berada di 421000 
mT-426000 mT; 9123000 mU-9119000 mU. Dilihat dari topografi 
ketinggian wilayah Sokkolia berada pada 25 m ketinggian dari 
permukaan air laut. 
Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sokkolia 
dapat diklasifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, 
seperti: petani, buruh, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, 
wirausaha, pensiunan, jualan, peternak, sopir, ojek. 
3. Keadaan Penduduk 
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya berdasarkan Data 
sensus peringkat kesejahteraan masyarakat, jumlah penduduk yang 
tercatat total 3.428 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin 
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Laki-Iaki, berjumlah 1.647 jiwa, sedangkan berjenis kelamin 
perempuan berjumlah 1.781 jiwa. 
Survei Data Sekunder dilakukan oleh Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data 
yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan 
pada bulan September' 2010, berkaitan dengan data penduduk pada 
saat itu, terlihat dari blangko yang diisi oleh ketua RT dilingkungan 
masing-masing.2 3 
Permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan 
konsolidasi Tanah dan alternatif penyelesaiannya.2 4 Konsolidasi Tanah 
merupakan langkah penting dalam pengaturan persil-persil Tanah 
perkotaan. Namun pelaksanaannya dilapangan juga menemui beberapa 
kesulitan yang tidak dapat dipecahkan dengan mudah. Ini merupakan 
tugas dari pemerintah untuk memberikan informasi yang lengkap 
kepada masyarakat melalui berbagi media dan usaha lainnya. Salah 
satu upaya yang sudah ditempuh pemerintah adalah dengan 
mewajibkan konsolidasi Tanah kepada masyarakat, tetap hal itu tidak 
berhasil. Sebab dalam pelaksanaan konsolidasi Tanah, yang penting 
diingat adalah adanya kerelaan masyarakat untuk melakukan 
konsolidasi terhadap Tanahnya.2 5 
Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45 dan UUPA 1960 bahwa bumi, 
air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
                                                          
2 3Sumber Data,  Kepala Desa 
2 4http://www.landpolicy.org, “Diskusi Terfokus: Konsilidasi Tanah dalam Penataan 
Ruang Kawasan Perkotaan”. Diakses tanggal 24 Agustus 2005 
2 5Adrian Sutedi, S.H., M.H Tinjauan Hukum Pertanahan, Jakarta; Pradnya Paramita, 
2009, hlm; 334 
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dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. Pasal ini bermakna bahwa negara memiliki mandat untuk 
mengelola seluruh sumber daya agraria untuk mensejahterakan seluruh 
rakyat indonesia. Akan tetapi, diakui bahwa hingga saat ini, lima puluh 
tahun lebih sejak kemerdekaan indonesia tahun 1945 atau 40 tahun 
lebih sejak UUPA diundangkan, tujuan tersebut masih jauh dari 
harapan. Dalam perjalanan panjang kebijakan pembangunan di 
indonesia, terutama dalam tiga dekade terakhir, diakui bahwa 
pengelolaan pertanahan belum memperoleh penekanan yang 
memadai.2 6 
Ada beberapa kondisi yang menggambarkan masalah pertanahan 
tersebut diantaranya :  
1. Semakin maraknya konflik dan sengketa Tanah : 
2. Semakin terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan Tanah 
pada sekelompok kecil masyarakat : 
3. Lemahnya jaminan kepastian hukum atas pemilikan, 
penguasaan dan penggunaan Tanah. 
Kemudian dilihat dari sisi objeknya, sengketa Tanah  dapat 
berbentuk : 
1. Sengketa yang menyangkut Tanah perkebunan yatu 
berbentuk penduduk dan penyerobotan Tanah-Tanah 
                                                          
2 6Adrian Sutedi, S.H., M.H Tinjauan Hukum Pertanahan, Jakarta; Pradnya Paramita, 
2009, hlm; 21 
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perkebunan yang telah dilekati dengan HGU, baik yang masih 
berlaku maupun yang sudah berakhir 
2. Sengketa yang berkaitan dengan kawasan hutan  khususnya 
pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) atas kawasan hutan 
dimana terdapat Tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum 
adat (Tanah ulayat) serta yang berkaitan dengan kawasan 
pertambangan dan kawasan yang diklaim hutan tetapi 
senyatanya sudah merupakan non hutan : 
3. Sengketa yang berkaitan dengan kawasan pertimbangan dan 
kawasan yang diklaim sebagai hutan tetapi senyatanya sudah 
merupakan on hutan ; 
 Dalam penyelesaian sengketa Tanah secara arbitrase, maka 
sengketa pertanahan dapat ditangani oleh suatu badan 
arbitrase, satu-satunya badan yang berwenang atas 
penyelesaian sengketa ini. Beberapa hal yang harus 
dpertimbangkan (dan diatur secara rinci) dalam struktur ini 
adalah : 
1. Badan arbitrase pertanahan sebaiknya didirikan di 
masing-masing daerah dimana muncul sengketa 
2. Pelaksanaan keputusan bersifat mengikat tanpa harus 
menunggu persetujuan pengadilan 
3. Naik banding dilakukan melalui suatu badan arbitrase 
nasional yang terdiri dari badan arbitrase daerah secara 
bergiliran. 
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4. Keputusan yang dikeluarkan harus diberikan kepada 
media umum (pers, radio, TV) dalam waktu satu mnggu 
bersama penjelasan lisan . 
5. Arbiter diangkat dari ahli pertanahan dikalangan hakim, 
pengusaha, pemimpin masyarakat dan LSM, untuk masa 
kerja dua tahun. 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Kepala Desa Dalam 
Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sokkolia Kabupaten Gowa. 
Fungsi  Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa 
Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, di dasarkan pada 
ketentuan pasal 206 poin a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah dan pasal 15 ayat 1 huruf k Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Adapun Fungsi Kepala Desa dalam 
ketentuan tersebut adalah mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, 
termasuk perselisihan mengenai Tanah. 
Untuk mengetahui lebih jelas faktor-faktor yang mempengaruhi 
Fungsi Kepala Desa dalam penyelesaian Sengketa Tanah, oleh penulis 
melakukan wawancara terhadap Kepala Desa dan Sekretaris Desa. 
Wawancara dilakukan di Kantor Desa Sokkolia pada tanggal 27 September 
2018 yang di hadiri oleh Kepala Desa dan staf yang ada di Kantor Desa dan 
Kepala Dusun. 
Dalam pelaksanaan wawancara tersebut, penulis mengajukan 
pertanyaan yaitu sejauhmana Fungsi saudara selaku Kepala Desa dalam 
menyelesaikan Sengketa Tanah?. Apakah Saudara dalam menyelesaikan 
Sengketa Tanah dibantu oleh Lembaga-lembaga lain yang ada di Desa seperti 
Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama?. Apakah saudara 
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berhak memutuskan Sengketa secara sepihak?. Dan bagaimana langkah 
saudara jika salah satu pihak tidak mau didamaikan. 
Setelah Kepala Desa diwawancarai penulis mendapatkan jawaban 
yaitu Kepala Desa sangat berperan dalam menyelesaikan Sengketa, terutama 
mengenai Sengketa Tanah. Peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa 
Tanah di Desa, diawali jika terjadi suatu sengketa dalam masyarakat, dimana 
salah satu pihak yang merasa dirugikan mengadukan atau menyampaikan 
permasalahannya kepada Kepala Desa. 
Atas dasar pengaduan yang disampaikan oleh pihak yang merasa 
dirugikan tersebut, selanjutnya Kepala Desa mempelajari pokok 
permasalahan apa yang dipersengketakan oleh para pihak. Setelah itu pada 
kesepakatan yang pertama Kepala Desa memanggil pihak yang merasa 
diuntungkan untuk selanjutnya dimintai keterangan sehubungan dengan 
pengaduan yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan. 
Dari keterangan yang disampaikan oleh pihak yang merasa 
diuntungkan dalam sengketa tersebut, oleh Kepala Desa mencocokkan 
dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan. 
Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh Kepala Desa dari para pihak, 
selanjutnya Kepala Desa berusaha menyimpulkan dan mencari jalan keluar 
yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. 
Langkah selanjutnya yang ditempuh Kepala Desa dalam upaya 
menyelesaikan sengketa para pihak adalah mempertemukan para pihak yang 
bersengketa untuk duduk bersama dan membicarakan jalan keluar yang akan 
ditempuh oleh para pihak. Sebelum Kepala Desa mempertemukan para pihak 
yang bersengketa, oleh Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan 
kedua belah pihak untuk dipertemukan, apabila kedua belah pihak setuju 
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untuk dipertemukan oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa menentukan hari, 
tanggal dan tempat pertemuan tersebut.2 7 
Dalam pertemuan tersebut, oleh Kepala Desa berusaha Menjelaskan  
persoalan yang sebenarnya berdasarkan data atau keterangan yang telah 
dihimpun sebelumnya dari para pihak. Keterangan-keterangan ini dijadikan 
petunjuk oleh Kepala Desa dalam memberikan saran dan pertimbangan 
kepada para pihak yang bersengketa yang sekiranya hal tersebut dapat 
memberikan keuntungan kedua belah pihak apabila sengketa tersebut tidak 
berlanjut dan dapat diselesaikan di pertimbangan terakhir yang ditawarkan 
oleh Kepala Desa kepada para pihak adalah mengajak untuk mengakhiri 
persengketaannya secara damai. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk 
damai, maka kedua belah pihak membuat kesepakatan secara tertulis untuk 
selanjutnya ditanda tangani bersama dimana Kepala Desa turut pula bertanda 
tangan sebagai saksi. 
Penyelesaian sengketa Tanah oleh Kepala Desa sepenuhnya 
dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa dibantu atau meminta bantuan 
dari lembaga-lembaga lain pada upaya perdamian, diluar dari itu Kepala Desa 
tidak mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa secara pihak. 
Apabila upaya perdamaian tidak dapat ditempuh oleh kedua belah pihak, 
maka langkah-langkah yang ditempuh oleh Kepala Desa adalah menyarankan 
kepada pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa tersebut untuk 
menempuh upaya hukum lain yaitu mengajukan gugatan kepengadilan, maka 
oleh Kepala Desa menerbitkan surat pengantar untuk mengajukan gugatan 
kepengadilan. 
                                                          
2 7Sumber Data, Kepala Desa 
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Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh penulis dengan meneliti 
dokumen penyelesaian sengketa tersebut yang ada di kantor Desa. Dari hasil 
penelitian tersebut, telah diperoleh data penyelesaian sengketa Tanah secara 
damai oleh Kepala Desa, Dari data tersebut menunjukkan bahwa; sebanyak 
1,205 kasus, terdiri dari 309 kasus mengenai jual beli Tanah, 42 kasus 
mengenai batas Tanah dan 854 kasus mengenai kewarisan yang ditangani 
oleh Kepala Desa sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018. 
Adapun kasus yang dapat diselesaikan secara damai sebanyak 1,205 
kasus sengketa Tanah dan tidak ada kasus diantaranya diselesaikan dengan 
tidak damai. Kasus yang diselesaikan dengan tidak damai adalah kasus yang 
mendapatkan surat pengantar dari Kepala Desa untuk mengajukan gugatan ke 
Pengadilan. Untuk lebih jelasnya data tersebut selanjutnya dapat dilihat dalam 
tabel sebagai berikut 
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TABEL 
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  SECARA DAMAI 
OLEH KEPALA DESA 
 
TAHUN 
JUMLAH 
KASUS TANAH DI SELESAIKAN 
JUAL 
BELI 
BATAS 
TANAH 
KEWARISAN 
DENGAN 
DAMAI 
TIDAK 
DENGAN 
DAMAI 
2017 189 21 765 975 0 
2018 120 21 89 230 0 
 
Jumlah  
 
309 
 
 
42 
 
854 
 
1,205 
 
0 
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Dari tabel tersebut diatas,2 8 jika dibandingkan kasus sengketa Tanah yang 
diselesaikan dengan damai dengan kasus sengketa Tanah yang diselesaikan tidak 
damai, angka kasus Tanah yang diselesaikan dengan damai jauh lebih tinggi 
dibandingkan kasus yang diselesaikan secara tidak damai. 
Berdasarkan data penyelesaian sengketa yang dikemukakan pada bagian 
terdahulu, menunjukkan bahwa Fungsi Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa 
Tanah di Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa selama sudah 
secara efektif. Dari hasil penelitian penulis, ditemukan beberapa variabel atau 
faktor-faktor yang turut mempengaruhi peran Kepala Desa dalam menyelesaikan 
sengketa Tanah secara damai.  
Adapun Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Faktor Pendidikan Kepala Desa 
Faktor pendidikan seseorang hal yang sangat berpengaruh dalam 
penyelesaian suatu masalah. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka 
dapat diperoleh suatu pengetahuan tentang bagaimana menyelesaikan suatu 
masalah. Demikian halnya Kepala Desa, salah satu faktor yang turut 
mempengaruhi dalam penyelesaian sengekta Tanah secara damai adalah 
masalah pendidikan. 
Apabila Kepala Desa memiliki tingkat pendidikan yang cukup,terutama 
dalam hal pendiidkan dan pengetahuan dalam penyelesaian sengketa secara 
damai, maka hal ini menjadi faktor penunjang oleh Kepala Desa dalam 
penyelesian sengeketa Tanah secara damai. Dengan pendidikan dan 
                                                          
2 8Sumber : Data Kantor Desa, 2018 
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pengetahuan yang cukup, setidak-tidaknya Kepala Desa dapat menguasai 
teknik-teknik atau cara-cara penyelesaian sengketa yang dialami oleh warga 
masyarakat. Namun demikian, dari hasil penelitian penulis pada bagian 
sekeretaris Desa Sokkolia telah diperoleh data tingkat pendidikan masyarakat. 
Namun demikian, dari hasil penelitian penulis bagian sekretariat Desa Sokkolia 
telah diperoleh data tingkat pendidikan Kepala Desa yang memiliki tingkat 
pendidikan Sarjana (S.2). 
Kepala Desa dalam menangani sengketa Tanah secara damai sudah 
memadai jika dibandingkan kasus sengketa Tanah yang ditangani. Faktor 
rendahnya tingkat pendidikan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa 
Tanah secara damai, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi Fungsi 
Kepala Desa dalam Penyelesaian sengketa Tanah secara damai. 
2. Faktor Keterlibatan Tokoh Adat 
Salah satu faktor yang dapat mendukung Fungsi Kepala Desa dalam 
penyelesaian sengketa Tanah secara damai adalah keterlibatan tokoh adat. Pada 
umumnya sengketa Tanah yang terjadi dalam masyarakat pedesaan, biasanya 
lebih mudah diselesaikan apabila hal itu dilakukan melalui pendekatan adat. 
Keterlibatan tokoh adat disini adalah memberikan pertimbangan kepada Kepala 
Desa yang berkaitan dengan hukum adatyang berlaku bagi masyarakat Desa. 
Oleh karena itu dalam proses penyelesaian sengketa secara damai oleh Kepala 
Desa, keterlibatan tokoh adat sangat diperlukan. 
Sejalan hal tersebut diatas, dalam ketentuan pasal 206 Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa, dipersyaratkan bahwa dalam hal Kepala 
Desa menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa perlu meminta bantuan 
dari tokoh Adat Desa. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Desa dalam 
menyelesaikan sengketa Tanah warga masyarakat, disamping melakukan 
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pendekatan formal, perlu juga meminta pertimbangan adat dari tokoh adat yang 
banyak mengetahui tentang tradisi adat istiadat yang pernah tumbuh 
berkembang dan ditaati secara turun temurun sehingga proses penyelesaian 
sengketa Tanah oleh Kepala Desa diharapkan dapat berjalan secara efektif. 
Dari hasil penelitian penulis yang berkaitan dengan keterlibatan tokoh adat 
dalam proses penyelesaian sengketa Tanah secara damai oleh Kepala Desa, 
menunjukkan dari 100 orang yang mengisi kuisioner 10% menyatakan Kepala 
Desa melibatkan tokoh adat dalam proses adat dalam proses penyelesaian 
sengketa Tanah secara damai, 80% diantaranya menyatakan tidak melibatkan 
tokoh adat dan sisanya sekitar 10% tidak memberikan jawaban. Data-data 
tersebut, selanjutnya lebih jelas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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TABEL 2 
TANGGAPAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA TERHADAP 
KETERLIBATAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN 
SENGKETA TANAH OLEH KEPALA DESA 
Data tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan tokoh adat Desa kurang 
dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa Tanah oleh Kepala Desa. Kurangnya 
keterlibatan tokoh adat dalam proses penyelesaian sengketa Tanah secara damai 
oleh Kepala Desa, sehingga hal ini menjadi kendala dan merupakan salah satu 
faktor yang turut mempengaruhi fungsi Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa 
Tanah secara damai.  
 
NO  
 
KETERLIBATAN TOKOH 
ADAT 
 
F 
 
1 
 
2 
 
3 
 
Dilibatkan 
 
Tidak dilibatkan 
 
Tidak menjawab  
 
                   10 orang 
 
                   80 orang 
 
                   10 orang 
 
 
 
 
Jumlah 
 
100      orang 
 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2018 
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Penelitian secara lanjut yang berkaitan dengan keterlibatan tokoh adat dalam 
proses penyelesaian sengketa Tanah secara damai, oleh penulis telah melakukan 
penelitian teentang keberadaan tokoh adat di Desa. Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan penulis, telah diperoleh data bahwa ketidak terlibatan tokoh adat 
dalam proses penyelesaian sengketa Tanah secara damai oleh Kepala Desa, bukan 
semata-mata karena tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dalam penyelesaian 
sengketa, disebabkan karena hampir diberbagai Desa dimana dilakukan penelitian 
tidak terdapat lembaga adat sehingga sulit mencari orang-orang yang dianggap 
sebagai tokoh adat yang ada di Desa. 
Desa yang diperoleh oleh penulis menunjukkan 10% dari 100 orang yang 
mengisi kuesioner menyatakan terdapat tokoh adat di Desa, sementara 77% 
menyatakan tidak terdapat tokoh adat dan selebihnya 13% tidak memberikan 
jawaban. Adapun data mengenai keberadaan tokoh Adat di Desa,selengkapnya 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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TABEL 3 
TANGGAPAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA TANAH 
TERHADAP KEBERADAAN TOKOH ADAT DI DESA 
 
 
NO 
 
KEBERDAAN TOKOH 
ADAT 
 
F 
 
1 
 
2 
 
3 
 
Terdapat tokoh Adat 
 
Tidak Terdapat tokoh Adat 
 
Tidak Menjawab 
 
10 orang 
 
77 orang 
 
13 orang 
 
 
JUMLAH 
 
100 orang 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2018 
Untuk memperkuat data tersebut diatas, selanjutnya penulis melakukan 
wawancara dengan Kepala Desa yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil 
wawancara tersebut, penulis memperoleh keterangan bahwa  ketidakterlibatan 
tokoh adat disebabkan karena di Desa memang tidak ditemukan lagi tokoh adat 
dan hal inilah yang menjadi kesulitan bagi Kepala Desa ketika penyelesaian 
sengketa para pihak memerlukan pendekatan secara adat. 
Apabila Kepala Desa memerlukan pertimbangan adat dalam suatu kasus 
sengketa Tanah, biasanya Kepala Desa hanya meminta bantuan terhadap 
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beberapa orang yang mengetahui tentang ketentuan adat. Namun demikian 
pendekatan seperti ini kurang memberikan hasil karena pada umumnya 
masyarakat lebih mematuhi pertimbangan adat dari pemangku adat Desa 
(lembaga Adat) yang pernah ada sejak dulu kala. 
Dari data tabel tersebut diatas dan berdasarkan hasil wawancara penulis, 
mengajukan bahwa peran tokoh adat dalam proses penyelesaian sengketa 
Tanah oleh Kepala Desa kurang dilibatkan sehingga hal ini memberi dampak 
terhadap proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian data tersebut 
semakin memperkuat apa yang menjadi harapan dalam penjelasan ketentuan 
pasal 206 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 agar pendekatan 
adat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa Tanah, belum sepenuhnya 
berjalan secara efektif. 
3. Faktor Keterlibatan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat 
Disamping faktor pendidikan Kepala Desa dan faktor keterlibatan Tokoh 
Adat diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa Tanah secara damai, 
keterlibatan pemuka agama dan tokoh masyarakat, juga mempunyai peranan 
penting dalam proses penyelesaian sengketa Tanah secara damai oleh Kepala 
Desa. Dengan keterlibatan pemuka agama tokoh masyarakat dalam proses 
penyelesaian sengketa, diharapkan dapat membantu Kepala Desa dalam 
memberikan pertimbangan para pihak yang bersengketa. 
Penyelesaian sengketa Tanah dengan melakukan dengan melakukan 
pendekatan secara keagamaan melalui pemuka agama dan secara kekeluargaan 
melalui tokoh masyarakat, pada umumnya dapat mempermudah proses 
penyelesaian sengketa secara damai. Melalui pendekatan secara keagamaan, 
para pihak dapat diberikan pertimbangan perlunya membina kerukunan baik 
dalam dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat 
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Desa, demikian halnya pendekatan melalui tokoh masyarakat. Oleh karena itu 
dalam proses penyelesaian sengketa Tanah secara damai oleh Kepala Desa, 
dapat mempermudah penyelesaiannya jika peran pemuka agama dan tokoh 
masyarakat dilibatkan didalamnya. 
Perlunya keterlibatan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk 
membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa Tanah secara damai, 
dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya dalam ketentuan 
pasal 15 ayat (1) huruf k disebutkan bahwa dalam hal di Desa tidak terdapat 
lembaga adat, maka Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada orang-orang 
yang dianggap banyak mengetahui tradisi adat istiadat dan bias dikategorikan 
sebagai Tokoh Adat atau pemuka Agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang 
ada di Desa. 
Oleh karena itu, keterlibatan pemuka agama dan tokoh masyarakat penting 
sekali keberadaannya dalam proses penyelesaian sengketa di Desa. Dari hasil 
penlitian penulis, berkaitan dengan keterlibatan pemuka Agama dan tokoh 
masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa secara damai oleh Kepala 
Desa, penulis telah memperoleh data dari 100 orang yang mengisi kuesioner, 
20% menyetakan pemuka Agama dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam 
proses penyelesaian sengketa Tanah secara damai oleh Kepala Desa, 63% 
menyatakan tidak dilibatkan dan 17% tidak memberikan jawaban. 
Adapun data tersebut, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 
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TABEL 4 
TANGGAPAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA TANAH 
TERHADAP KETERLAMBATAN PEMUKA AGAMA DAN TOKOH 
MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH 
OLEH KEPALA DESA 
NO KETERLIBATAN LEMBAGA ADAT  F 
 
1 
 
2 
 
3 
 
Dilibatkan  
 
Tidak dilibatkan  
 
Tidak menjawab 
 
20 orang 
 
63 orang 
 
17 orang 
 
 
JUMLAH 
 
100 orang 
Sumber Data : Primer setelah diolah, 2018 
Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa peran tokoh Agama dan Tokoh 
masyarakat sesungguhnya kurang dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa 
Tanah secara damai oleh Kepala Desa. Ketidak terlibatan pemuka agama dan tokoh 
masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa Tanah secara damai oleh Kepala 
Desa, merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi peran Kepala Desa 
dalam penyelesaian sengketa secara damai. 
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Dengan demikian apa yang menjadi harapan sebagaimana yang 
diamanahkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 
sebagaimana yang diutarakan diatas, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala 
Desa.  
4. Faktor - Faktor Bukti  dan Alas Hak Pemilikan 
a. PBB 
Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ialah sebuah 
organisasi internasional yang anggotanya  hampir diseluruh negara bagian 
dunia. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  ini dibentuk untuk 
dapat menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan 
internasional,perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia , dan juga 
lembaga ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa ,Sejarah Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) ini pertama kalinya dilahirkan pada tanggal 24 
Oktober 1945.Sejak didirikan sampai sekarang Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) ini telah banyak berperan aktif didalam memelihara dan juga 
meningkatkan perdamaian, keamanan dunia, serta memajukan 
kesejahteraan hidup bangsa-bangsa didunia. 
Pengertian Dan Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) – 
Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut terletak di kota New 
York, Amerika Serikat tetapi Tanah dan juga bangunannya ialah 
merupakan wilayah internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
memiliki bendera, kantor pos, dan juga perangko sendiri. Pada persidangan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) digunakan 6 (enam) bahasa resmi, ialah 
sebagai berikut 
• Tujuan PBB  
Perserikatan Bangsa-Bangsa Memiliki Tujuan , ialah sebagai berikut : 
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Mengembangkan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa di seluruh 
dunia. 
Bekerja sama untuk dapat membantu rakyat untuk hidup lebih baik, 
melenyapkan kemiskinan, penyakit dan juga menghilangkan buta aksara di 
dunia, menghentikan perusakan lingkungan dan juga mendorong 
penghormatan terhadap hak-hak serta  kebebasan manusia. 
Menjadi pusat dalam membantu bangsa-bangsa mencapai tujuan tersebut di 
atas. 
• Prinsip -Prinsip PBB 
Prinsip -prinsip yang melandasi kinerja Perserikatan Bangsa Bangsa , ialah 
sebagai berikut: 
a. Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki 
kedaulatan yang sederajat. 
b. Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus dapat 
mematuhi piagam PBB. 
c. Negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan 
mereka dengan cara damai. 
d. Negara-negara harus menghindari penggunaan kekerasan ataupun 
ancaman untuk  dapat menggunakan kekerasan. 
e. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak diperbolehkan untuk campur 
tangan di dalam masalah dalam negeri manapun. 
f. Negara-negara anggota perlu membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB). 
b. Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah 
Sertifikat adalah buku Tanah dan surat ukurnya setelah djilid 
menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya 
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ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam pasal 19 ayat (2) huruf c 
UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran Tanah yang diadakan 
oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. UUPA tidak menyebut nama surat 
tanda bukti hak atas Tanah yang didaftar. Sedangkan dalam pasal 13 Ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa surat 
tanda bukti hak atas Tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan 
buku Tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama 
dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri 
Agraria. 
Kegiatan pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya menghasilkan 
surat tanda bukti hak, yang berupa sertifikat. Pengertian sertifikat menurut 
Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah surat 
tanda buktu hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c 
UUPA untuk hak atas Tanah, hak pengelolaan, Tanah wakaf, hak milik atas 
satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 
dibukukan dalam buku Tanah yang bersangkutan. 
Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sedangkan 
pejabat yang menandatangani sertifikat, adalah: 
a. Dalam pendaftaran Tanah secara sistematik, sertifikat ditanda tangani 
oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. 
b. Dalam pendaftaran Tanah secara sporadik yang bersifat individual 
(perseorangan), sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota. 
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c. Dalam pendaftaran Tanah secara sporadik yang bersifat masal, 
sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan 
Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. 
Penerbitan sertifikat dalam rangkaian kegiatan pendaftaran Tanah 
yang dilakukan untuk pertama kali adalah bertujuan agar pemegang hak 
dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang 
hak. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah 
didaftar dalam buku Tanah. Dengan adanya sertifikat hak atas Tanah 
tersebut maka pemegang hak dapat membuktikan kepada pihak ketiga 
bahwa ia adalah pemilik Tanah bersangkutan. Disamping itu sertifikat 
hak atas Tanah tersebut juga dapat dijadikan salah satu syarat bagi 
perbuatan hukum pengalihan hak atas Tanah kepada pihak ketiga. 
Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam pasal 
32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: 
1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 
termuat didalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku Tanah yang 
bersangkutan. 
2. Dalam hal atas suatu bidang Tanah sudah diterbitkan sertifikat secara 
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh Tanah 
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak 
lain yang merasa mempunyai hak atas Tanah itu tidak dapat lagi 
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menuntu pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak 
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan 
mengenai penguasaan Tanah atau penerbitan sertifikat. 
Ketentuan pasal 132 Ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 
Tahun 1997 merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 19 Ayat (2) 
huruf c Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2), clan Pasal 38 Ayat (2) 
UUPA, yang berisikan bahwa pendaftaran Tanah menghasilkan surat 
tanda yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 
tersebut, sistem publikasi pendaftaran Tanah yang dianut adalah sistem 
publikasi negatif, yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti 
hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang 
bersifst mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang 
tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus 
diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang 
tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. 
Dengan demikian, Pengadilanlah yang berwenang memutuskan alat 
bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertifikat tersebut tidak 
benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana 
mestinya. Ketentuan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 mempunyai kelemahan, yaitu negara tidak menjamin 
kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya 
jaminan bagi pemilik sertifikat dikarenakan sewaktu-waktu akan 
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mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas 
diterbitkannya sertifikat. 
c. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli 
Jual beli Tanah adalah untuk keperluan praktis, tetapi sebenarnya 
diperjual belikan atau yang menjadi obyek jual beli adalah hak atas Tanah 
bukan Tanahnya. Tujuan jual beli hak atas Tanah adalah agar supaya 
pembeli dapat secara sah mengenai dan menggunakan hak atas Tanah 
tersebut.  
Pengertian jual beli Tanah menurut UUPA didasarkan pada konsep 
dan pengertian jual beli menurut hukum adat. Dalam hukum adat tentang 
jual beli Tanah dikenal tiga macam yaitu: 
a. Adol Plas (Jual Lepas) 
Pada adol plas (jual lepas) pemilik Tanah menyerahkan Tanahnya untuk 
selama-lamanya kepada pihak lain (pembeli) dengan pembayaran 
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan antara 
pemilik Tanah dengan pihak lain (pembeli). 
b. Adol Gadai (Jual Gadai) 
Pada adol gadai (jual gadai), pemilik Tanah pertanian (pembeli gadai ) 
menyerahkan Tanahnya untuk digarap kepada pihak lain (pemegang 
gadai) dengan menerima sejumlah uang dari pihak lain (pemegang 
gadai) sebagai uang gadai dan Tanah dapat kembali kepada pemiliknya 
apabila pemilik Tanah menembus uang gadai. 
c. Adol Tahunan (Jual Tahunan) 
Pada adol tahunan (jual tahunan), pemilik Tanah pertanian nyerahkan 
tananhnya untuk digarap dalam beberapa kali masa panen kepada pihak 
lain (pembeli) dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya 
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ditentukan atas dasar kesepakatan antara pemilik Tanah dengan 
pembeli. Setelah pihak, Tanah pertanian diserahkan kembali oleh 
pembeli kepada pemilik Tanah.2 9 
Menurut Boedi Hars Harsono pengertian jual beli Tanah adalah 
perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan Tanah 
untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu 
juga pembeli membayar harganya kepada penjual. Jual beli yang 
mengakibatkan beralihnya hak milik atas Tanah dari penjual kepada 
pembeli itu masuk dalam hukum agraria atau hukum Tanah.3 0 Ruang 
lingkup pengertian jual beli Tanah objeknya terbatas hanya pada hak 
milik atas Tanah.  
Sifat jual beli Tanah berdasarkan konsep Hukum Adat menurut Effendi 
Perangin, adalah :3 1 
a. Contant atau Tunai 
Contant atau tunai, artinya harga Tanah yang dibayar itu 
seluruhnya, tetapi bisa juga sebagian. Akan tetapi biarpun dibayar 
sebagian, menurut hukum dianggap telah dibayar penuh. 
Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang 
bersamaan. Pada saat itu, jual beli menurut hukum telah selesai. Sisa 
harga yang belum dibayar dianggap sebagai utang pembeli kepada 
bekas pemilik Tanah (penjual). hal ini berarti, jika kemudian 
pembeli Tanah tidak dapat membatalkan sisa harganya, maka bekas 
pemilik Tanah tidak dapat membatalkan jual beli Tanah tersebut. 
                                                          
2 9Urip Santoso,2009, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah , Kencana Prenada 
Meda Group, Jakarta, hal. 359-360. 
3 0Boedi Harsono 11, Op. Cit., hal 135. 
3 1Effendi Perangn, 1989, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telah dari Sudut Pandang 
PraktisiHukum, Radjawali, Jakarta, hal.16 
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Penyelesaian pembayaran sisa harga tersebut dilakukan menurut 
hukum perjanjian utang piutang. 
b. Terang  
Terang, artinya jual beli Tanah tersebut dilakukan dihadapan 
Kepala Desa (kepala adat). Yang tidak hanya bertindak sebagai 
saksi tetapi juga dalam kedudukannya sebagai pihak yang 
menanggung bahwa jual beli Tanah tersebut tidak melanggar hukum 
yang berlaku. Jual beli Tanah yang dilakukan dihadapan Kepala 
Desa (kepala adat) menjadi “terang” dan bukan perbuatan hukum 
yang “gelap”. Artinya pembeli mendapatkan pengakuan dari 
masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik Tanah yang baru dan 
mendapatkan perlindungan hukum jika pada kemudian hari ada 
gugatan terhadapnya dari pihak yang menanggap jual beli Tanah 
tersebut tidak sah 
 Senada dengan effendi Perangin, menurut Maria S.W 
Sumardjono, sifat jual beli Tanah menurut hukum adat, adalah:3 2 
a. Tunai  
Tunai, artinya penyerahan hak atas Tanah oleh pemilik Tanah 
(penjual) dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya 
oleh pihak lain (pembeli). 
Dengan perbutan hukum jual beli tersebut, maka seketika itu 
juga terjadi peralihan hak atas Tanah. Harga yang dibayarkan 
pada saat penyerahan hak tidak harus lunas atau penuh clan hal 
ini tidak mengurangi sifat tunai tadi. Kalau ada selisih/sisa dari 
                                                          
3 2Maria S.W Sumardjono, 1993, Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA, 
Majalah Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Unversitas Gadjah Mada, No.18/X/93, 
Yogyakarta,1993, hal. 11. PerIksa juga Urip Santoso, Op. Cit. Hal. 361-362. 
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harga, maka hal ini dianggap sebagai utang pembeli kepada 
penjual yang tunduk pada hukum utang piutang. 
b. Riil  
Riil, artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti 
dengan perbuatan yang nyata-nyata menunjukkan tujuan jual 
beli tersebut, misalnya dengan diterimanya uang oleh penjual, 
dan dibuatnya perjanjian dihadapan Kepala Desa. 
c. Terang  
Terang, artinya untuk peruatan hukum terseut haruslah lakukan 
di hadapan Kepala Desa sebagai tanda ahwa perbuatan itu tidak 
melanggar ketentuan hukum yang berlaku.  
Sebagai perbandingan, berikut ini diuraikan tentang jual beli 
Tanah menurut Burgerlijk Wetboek (BW). Pengertian jual beli 
dimuat dalam pasal 1457 B.W., yaitu suatu persetujuan, dangan 
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 
suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 
yang telah diperjanjikan selanjutnya, dalam pasal menurut 1458 
B.W dinyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara 
kedua belah pihak, seketika setelahnya para pihak mencapai 
sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun 
kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum 
dibayar. 
Khusus jual beli Tanah pada masa berlakunya Hukum 
Agraria Kolonial diatur dalam Overschrijiving Ordonnantie Stb. 
1934 Nomor 27. Dalam perjanjian jual beli Tanah menurut 
ketentuan tersebut terdapat dua perbuatan hukum, yaitu: 
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a. Perjanjian jual beli Tanah yang dibuat dengan akta notaris 
atau akta dibawah tangan. Mengenai perjanjian jual beli 
pengaturannya termasuk hukum perjanjian yang merupakan 
bagian dari Hukum Perikatan dalam Buku III B.W. pada saat 
dilakukan perjanjian jual beli belum tejadi pemindahan hak 
atas Tanah dari penjual kepada pembeli.  
b. Penyerahan yuridis (juridische leverning) yang 
diselenggarakan dengan pembuatan akta balik nama yang 
dibuat oleh atau di hadapan Kepala Kantor Pendaftaran 
Tanah selaku Overschrijvings Amtenaaar. Pemindahaan hak 
milik atas Tanah yang diperjualbelikan dari penjual kepada 
pembeli terjadi setelah dilakukan penyerahan yuridis.3 3 
C. Peran Pemerintah Desa Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah di 
Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. 
Pada saat menangani kasus sengketa Tanah pertama-tama kita 
panggil kedua belah pihak untuk diketahui sejarah Tanah yang 
disengketakan oleh kedua belah pihak dan setelah itu ditanyakan apa yang 
menjadi keinginan untuk didamaikan dan kalaupun tidak terjadi dikantor 
Desa maka akan diteruskan ditingkat kecamatan. Kemudian setelah dari 
kantor camat diadakan mediasi untuk mencapai kesepakatan damai, dan 
apabila kedua belah pihak masih tetap tidak tercapai kesepakatan maka 
akan diteruskan ketingkat pengadilan tinggi, setelah adanya putusan dari 
pengadilan tinggi maka akan dkembalikan ke Desa untuk proses 
selanjutnya yaitu proses melalui dipengadilan itu selama 6 bulan. 
pemerintah Desa tetap berusaha bagaimana kasus sengketa Tanah itu tidak 
                                                          
3 3Dr. J. Andy Hartanto, Hukum Pertanahan ; Karakterstk Jual Beli Tanah yang belum 
Terdaftar Hak Atas Tanahnya, Surabaya ; LaksBang Justita,2014. Hal, 198 
69 
 
berlanjut ketingkat kecamatan sehingga pemerintah Desa bersama dengan 
aparat babinsa dan binmas berusaha bagaimana supaya kedua belah pihak 
bisa damai secara kekeluargaan. Peran binmas dalam ikut menyelesaikan 
kasus sengketa Tanah yaitu sebagai pembimbing didalam masyarakat 
sedangkan babinsa sebagai pembina dalam masyarakat.3 4 
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintah Desa Pada 
Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Sokkolia Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa  
Berdasarkan dari hasil survei dan pengamatan langsung di lokasi 
penelitian yakni, Di Desa Sokkolia Kecamatan Bonromarannu Kabupaten 
Gowa bahwa Desa Sokkolia artinya kedatangan orang banyak di suatu 
perkampungan, salah satu Desa pemakaran dari Desa Pakatto pada tahun 
1989 yang saat ini di pimpin oleh Syahrir.K,SE,MH. Dalam perjalanan 
pemerintah sudah banyak kasus Tanah yang bisa di selesaikan dengan 
damai. Kasus yang di tangani oleh Kepala Desa yaitu dengan kasus yang 
berbeda-beda , dengan pendekatan secara  kekelurgaan Kepala Desa 
akhirnya bisa mendamaikannya. Kepala Desa dalam menjalankan tugas 
nya sangatlah efektif , penyelesaian sengketa Tanah oleh Kepala Desa 
sepenuhnya dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa dibantu atau 
meminta bantuan dari lembaga-lembaga lain yang ada di Desa. Kepala 
Desa dalam menyelesaikan sengketa hanya terbatas pada upaya 
perdamaian, diluar dari itu Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan 
untuk memutus sengketa secara sepihak. Apabila upaya perdamaian tidak 
dapat ditempuh oleh kedua belah pihak, maka langkah-langkah yang di 
tempuh Kepala Desa adalah menyarankan kepada pihak yang merasa di 
                                                          
3 4Sumber Data, Sekretaris Desa 
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rugikan dalam sengketa tersebut untuk menempuh upaya hukum lain yaitu 
ditempuh mengajukan gugatan kepengadilan, maka oleh Kepala Desa 
menerbitkan surat pengantar untuk mengajukan gugatan kepengadilan. 
Kepala Desa dalam upaya menyelesaikan sengketa para pihak adalah 
mempertemukan para pihak yang bersengkea untuk duduk bersama dan 
membicarakan jalan keluar yang akan ditempuh oleh para pihak. Sebelum 
Kepala Desa mempertemukan para pihak yang bersengketa, oleh Kepala 
Desa terlebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak untuk 
dipertemukan. Apabila kedua belah pihak setuju untuk dipertemukan oleh 
Kepala Desa, maka Kepala Desa menentukan hari, tanggal dan tempat 
pertemuan tersebut. Selanjutnya Kepala Desa berusaha menjelaskan 
persoalan yang sebenarnya berdasarkan data atau keterangan yang telah 
dihimpun sebelumnya dari para pihak. Jika kedua belah pihak setuju maka 
kasus ini akan diselesaikan secara damai oleh Kepala Desa dikantor Desa. 
Kepala Desa berusaha agar kasus sengketa Tanah ini tidak berlanjut 
ketingkat kecamatan sehingga pemerintah Desa bersama aparat babinsa 
dan binmas berusaha bagaimana supaya kedua belah pihak bisa damai 
secara kekeluargaan. 
 Contoh Kasus Perkara Sengeketa Tanah  yang ada di Desa Sokkolia 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa . 
Awal mula dari kasus Sengketa Tanah yang di alami oleh ibu Siti 
Maryam, ibu Siti Maryam mempunyai seorang kakek bernama soma, 
kakek soma ini mempunyai Tanah seluas 5 hektar, kemudian kakek ini 
memiliki sahabat bernama mahmud, saat itu mereka sedang beristirahat 
sambil makan mangga, kemudian mahmud ini bercanda kepada kakek 
soma kalau biji mangga yang dia makan itu mau ditanam di Tanah milik 
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kakek soma, kemudian mahmud ini bercanda lagi bahwa bila mangga ini 
berbuah akan ku ambil buahnya lalu kakek soma berkata, ambil saja buah 
mangga itu kalau perlu ambil juga pohonnya tapi tidak dengan Tanahnya, 
ringkas cerita 3 tahun kemudian pohon mangga itu telah berbuah, lalu 
kakek soma itu berkata kepada mahmud (sahabat)nya ambillah buah itu, 
setiap tahunnya mangga itu selalu berbuah dan sahabat dari kakek soma ini 
selalu mengambil buah mangga itu, si mahmud ini memiliki seorang cucu 
dan cucunya ini bernama intan dan setiap tahunnya si intan ini selalu 
mengambil buah mangga tersebut di Tanah milik kakek soma yang 
ditanam oleh mahmud, ringkas cerita sahabat dari si kakek soma ini 
bernama mahmud telah meninggal dunia, hari demi hari si intan ini sudah 
berkeluarga dan suami nya si intan ini menghasut istrinya dan mengatakan 
kepada istrinya kenapa ada pohon tidak ada Tanahnya? pada waktu itu 
suami dari si intan ini mempunyai keluarga yang akan mencalonkan 
sebagai Kepala Desa , lalu dia mengatakan kepada calon Kepala Desa ini 
bahwa ketika saya nantinya terpilih sebagai Kepala Desa maka saya akan 
membantu keluarganya dari suaminya dari si intan ini untuk mendapatkan 
pohon mangga itu beserta Tanahnya, maka suaminya si intan mencarikan 
suara agar keluarganya ini menjadi Kepala Desa, ringkas cerita akhirnya 
keluarganya ini menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sokkolia 
Kabupaten Gowa Kecamatan Bontomarannu, pada waktu itu setelah dia 
sudah menjabat sebagai Kepala Desa si kakek soma ini lagi sakit dan 
waktu itu kakek soma ini ingin mewariskan kepada anaknya bernama sehu 
bapak dari ibu Siti Maryam, akan tetapi Kepala Desa ini mengambil 
kesempatan dan ingin memberikan 1 ½ hektar kepada cucu dari 
alm.Mahmud bernama intan. Saat itu Kepala Desa sudah memberikan 1 ½  
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Tanah itu kepada si intan tanpa sepengetahuan  kakek soma, di kemudian 
hari anak dari kakek soma bernama sehu bapak dari ibu Siti Maryam ini 
menggarap Tanahnya lalu datanglah suami intan menegur bapak sehu, dia 
mengatakan bahwa itu Tanah milikku jangan kau garap, jadi bapak sehu 
ini kaget dan mengatakan dari mana kamu dapatkan Tanah ini, karena 
Tanah ini milik orang tua saya, lalu suami si intan mengatakan tidak 
mungkin ada pohon tidak ada Tanahnya, kemudian suami si intan ini lalu 
meninggalkan tempat itu, setelah bapak sehu ini selesai menggarap 
Tanahnya dia kembali kerumah dan menanyakan kepada bapaknya 
bernama soma , tadi waktu saya sedang menggarap Tanah tiba-tiba suami 
si intan datang dan melarang saya menggarap di Tanah milik bapak? Lalu 
kakek soma menjawab, kenapa kamu dilarang menggarap? kemudian sehu 
menjawab: karena katanya pohon mangga itu dengan Tanahnya punya dia 
makanya saya kaget , lalu kakek soma menjawab lagi; kapan saya berikan 
Tanah itu kepadanya? Sedangkan dia bukan keluarga atau ahli waris, dan 
ringkas cerita kakek soma ini meninggal dunia dan Tanah itu sudah di ahli 
wariskan kepada sehu bin soma dan Tanah itu tidak lagi menjadi 5 hektar 
karena 1 ½  hektar ini Kepala Desanya  sudah memberikan kepada intan 
cucu dari alm.mahmud, dan ringkas cerita jadilah sengketa Tanah karena 
rinci yang dipegang sehu belum terubah dan masih tetap 5 hektar dan tidak 
ada tanda bukti pemberian dari kakek soma kepada intan, karena rinci itu 
tidak terubah di Pertanahan , akan tetapi rinci itu terubah dikantor Desa 
saja itupun tidak ada bukti tanda pemberian dari alm.soma kepada intan 
untuk diserahkan 1 ½  hektar, ringkas cerita beberapa tahun kemudian 
setiap Tanah itu digarap , suami intan ini selalu menghalang-halangi serta 
merusak tanaman yang ditanami oleh bapak sehu, jadi anak dari bapak 
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sehu ini yang bernama ibu Siti Maryam menuntut langsung naik 
kepengadilan, karena ibu Siti Maryam pernah melapor di Kepala Desa 
akan tetapi tidak pernah dilayani sama sekali, maka dari itu ibu Siti 
Maryam ini langsung saja naik kepengadilan untuk bertanya mengenai 
kasus Tanah yang diganggu terus menerus oleh orang lain yang mengaku 
bahwa Tanah itu adalah milik kakeknya, lalu bapak yang dipengadilan 
bertanya kepada ibu Siti Maryam bahwa siapa yang menggarap Tanah itu? 
Lalu ibu Siti Maryam mengatakan orang tua saya yang menggarapnya, lalu 
bapak yang dipengadilan itu berkata lagi: ibu jangan langsung 
kepengadilan karena yang mengaku Tanah itu yang seharusnya naik 
kepengadilan duluan, kemudian bapak yang ada dipengadilan mengatakan 
kepada ibu maryam sebaiknya langsung melapor kekantor polisi saja kalau 
dia telah mengganggu dan merusak tanaman-tanaman kalau dia tidak 
berani naik mencari dipengadilan maka itu milik sehu bin soma. Sekian 
lama ditunggu dan akhirnya Kepala Desanya sudah diganti dengan Kepala 
Desa yang baru sekarang ini, kemudian ibu Siti Maryam ini 
memberitahukan masalah Tanah itu kepada Kepala Desa yang baru, lalu 
Kepala Desanya membuat surat undangan dan menentukan tempat, tanggal 
dan hari untuk mempertemukan antara kedua belah pihak yang 
bersengketa tempatnya dikantor camat dan dihadiri oleh pak camat sendiri, 
lalu kedua belah pihak ini tidak ada yang mau mengalah dan ingin 
mempertahankan masing-masing dan mengatakan bahwa itu haknya , lalu 
pak camat memutuskan untuk  menyuruh kepada Kepala Desa membuat 
surat untuk intan naik kepengadilan kalau merasa dia punya Tanah itu, 
tetapi intan ini tidak mau naik kepengadilan sudah berkali-kali diberikan 
surat oleh Kepala Desa untuk naik kepengadilan namun intannya tidak 
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pernah mau, Nah sekarang 2018 ini ada namanya prona (pengukuran gratis 
sertifikat ) Kepala Desa menyampaikan kepada seluruh warga sekabupaten 
gowa diperintahkan untuk memasukkan surat-surat Tanah untuk 
mendapatkan sertifikat gratis dan ternyata si intan tidak memiliki bukti 
surat-surat untuk di kumpulkan, dan di tahun 2019 ini yang keluar 
sertifikatnya adalah nama ibu Siti Maryam anak dari sehu bin soma 
 Penyelesaian Sengketa Melalui Kepala Desa 
Sama halnya penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi dan 
arbitrase, penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa juga merupakan bentuk 
penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan secara damai. 
Cara-cara penyelesaian seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat yang 
ada di Desa. Biasanya jika terjadi suatu sengketa terutama mengenai 
sengketa tanah, pihak-pihak yang merasa dirugikan mengadukan kepada 
Kepala Desa. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa dalam mendamaikan 
perselisihan masyarakat di Desa, diatur dalam ketentuan pasal 206 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum 
Pengaturan Mengenai Desa. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S As 
Sajdah /32 : 7 
ü“Ï% ©!$# z|¡ ôm r& ¨≅ ä. > óx« … çµ s)n=yz ( r&y‰t/uρ t, ù=yz Ç≈ |¡ΣM}$# ÏΒ &ÏÛ ∩∠∪  
Terjemahnya: 
Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan 
Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.3 5 
Dalam penyelesaian sengketa melalui Kepala Desa, yang bertindak 
sebagai mediator adalah Kepala Desa dan bahkan dapat juga ditunjuk 
                                                          
3 5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan.op.cit.4 
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sebagai arbitrator atau arbiter. Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999, yang tidak boleh sebagai arbitrator atau arbiter adalah hakim, 
jaksa, panitra dan pejabat peradilan lainnya. Kepala Desa dalam 
menangani sengketa para pihak, berusaha untuk mendamaikan kedua belah 
pihak. Kepala Desa dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, ia 
dapat dibantu oleh Tokoh Adat di Desa. 
Adanya hubungan yang erat antara masyarakat hukum adat dengan 
tanah, Soerojo Wignjodipoero menunjukkan adanya dua factor yang 
memengaruhinya, yakni karena sifat dan fakta ( kenyataan). Dilihat dari 
sifatnya, tanah dipandang sebagai harta kekayaan yang bersifat kekal 
karena tanah tersebut tidak akan musnah dalam keadaan bagaimanapun 
juga bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Disamping itu, 
di dalam kenyataan yang dialami oleh masyarakat hukum adat, tanah itu 
berfungsi sebagai tempat tinggal bagi persekutuan maupun bagi anggota 
masyarakat, sebagai tempat bagi masyarakat untuk mencari kehidupan, 
sebagai tempat nantinya mereka di kuburkan, sebagai tempat tinggal dari 
para roh leluhur yang dianggap sebagai pelindung persekutuan.3 6 
Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al- A’raf ayat /7:10 
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka 
bumi dan kami adakan bagimu dimuka bumi (sumber) penghidupan. 
Amat sedikitlah kamu bersyukur.” 
                                                          
3 6 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung 
Agung, 1987,  hlm. 123. 
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Sebagaimana firman Allah dalam  Qs. Al- Kahfi Ayat / 18:8 
$ ¯ΡÎ)uρ tβθ è=Ïè≈ yf s9 $tΒ $ pκö n=tæ # Y‰‹ Ïè|¹ # ·— ã ã_ ∩∇∪   
Terjemahnya : 
“ Dan Sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang 
di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus “. 
Kepala Desa dalam mendamaikan sengketa dapat meminta penjelasan atau 
keterangan para pihak yang bersengketa dan bahkan dalam hal yang 
memungkinkan dapat mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk duduk 
bersama membicarakan mengenai apa yang di persengketakan. Apabila para pihak 
yang bersengketa sepakat untuk mengakhiri persengketaannya, maka kedua belah 
pihak membuat kesepakatan secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan segala 
sengketa yang telah didamaikan oleh Kepala Desa, pada asasnya bersifat mengikat 
pihak-pihak yang bersengketa. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa fungsi  Kepala Desa 
dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sokkolia Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa, di dasarkan pada ketentuan pasal 206 
poin a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah dan pasal 15 ayat 1 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 Tentang Desa. 
2.  Adapun Fungsi Kepala Desa dalam ketentuan tersebut adalah 
mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, termasuk perselisihan 
mengenai Tanah. Penyelesaian sengketa Tanah oleh Kepala Desa 
sepenuhnya dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa dibantu atau 
meminta bantuan dari lembaga-lembaga lain pada upaya perdamaian, 
diluar dari itu Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan untuk 
memutus sengketa secara pihak. Apabila upaya perdamaian tidak dapat 
ditempuh oleh kedua belah pihak. 
3.  langkah-langkah yang ditempuh oleh Kepala Desa adalah menyarankan 
kepada pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa tersebut untuk 
menempuh upaya hukum lain yaitu mengajukan gugatan kepengadilan, 
maka Kepala Desa menerbitkan surat pengantar untuk mengajukan 
gugatan kepengadilan. Apabila Kepala Desa memerlukan pertimbangan 
adat dalam suatu kasus sengketa tanah, biasanya Kepala Desa hanya 
meminta bantuan terhadap beberapa orang yang mengetahui tentang 
ketentuan adat. Namun demikian pendekatan seperti ini kurang 
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memberikan hasil karena pada umumnya masyarakat lebih mematuhi 
pertimbangan adat dari pemangku adat desa (lembaga Adat) yang 
pernah ada sejak dulu kala. 
4.  Penyelesaian sengketa tanah dengan melakukan pendekatan secara 
keagamaan melalui pemuka agama dan secara kekeluargaan melalui 
tokoh masyarakat, pada umumnya dapat mempermudah proses 
penyelesaian sengketa secara damai. Melalui pendekatan secara 
keagamaan, para pihak dapat diberikan pertimbangan perlunya 
membina kerukunan baik dalam dalam lingkungan keluarga, maupun 
dalam lingkungan masyarakat Desa, demikian halnya pendekatan 
melalui tokoh masyarakat. Oleh karena itu dalam proses penyelesaian 
sengketa tanah secara damai oleh Kepala Desa, dapat mempermudah 
penyelesaiannya jika peran pemuka agama dan tokoh masyarakat 
dilibatkan didalamnya. 
Berdasarkan data penyelesaian sengketa yang dikemukakan pada 
bagian terdahulu, menunjukkan bahwa Fungsi kepala Desa dalam 
penyelesaian sengketa tanah di desa sokkolia kabupaten gowa selama 
sudah secara efektif . dari hasil penelitian penulis, ditemukan beberapa 
variabel atau faktor-faktor yang turut mempengaruhi peran Kepala Desa 
dalam menyelesaikan sengketa tanah secara damai. 
1. Faktor Pendidikan Kepala Desa 
2. Faktor keterlibatan Tokoh Adat 
3. Faktor Keterlibatan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat 
4. Faktor Bukti-bukti dan Alas Hak Pemilikan 
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B. Implikasi Penelitian 
1. Untuk pemerintah Desa sebaiknya memotifasi mayarakat untuk 
menerbitkan  sertifikat tanah bagi  warganya. 
2. Pemerintah desa harus lebih cepat tanggas dan  tegas  dalam 
menyelesaikan perkara sengketa  tanah  antara  warganya. 
3. Pemerintah desa  harus  mengetahui  batas-batas  setiap  tanah  
warganya untuk  menimimalisis  perkara  sengketa  tanah. 
80 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Benyamin, Hoessein. Evaluasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, 
Jakarta: HarianSuaraKarya,  2002 
Black, Hanry Campbell .Black Law Dictionary, West Publishing Co., 
USA.1991 
Haar, Ter . Asas-asas dan susunan Hukum Adat. Terjemahan Soebakti 
Poesponoto, Jakarta: Penerbit PT. pradya Paramita ,1991 
Hamzah ,Andi .Kamus Hukum, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986 
HarsonoBoedi 11, Op. Cit.,  
HartantoJ. Andy, Hukum Pertanahan ; Karakterstk Jual Beli Tanah yang 
belum  
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan  
Khallaf ,Abdul Wahab .Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Al-Najlis al-A’la al-
Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1970, Muhammad Al-Khudhary Beik, Ushul 
Fiqh, Beirut: Dar al-fikr, 1969 , Al- Ashiddiqy, Filsafat Hukum Islam Jakarta: 
Bulan Bintang 1974 
Meda Group, 2009 
Mertokusumo ,Soedikno. (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo -1), 
Hukum dan Politik Agraria, Universitas Jakarta: Universitas Terbuka, Karunika, 
1988 
Mustofa ,Bachsan. Hukum Agraria dalam perspektif, Bandung , Remadja 
Karya, 1988 
PeranginEffendi, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telah dari Sudut 
Pandang  
Perlindungan ,A.P. (selanjutnya disebut A.P. Perlindungan- 1), Komentar 
Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1991 
PraktisiHukum, Jakarta:Radjawali, 1989   
R. tjitrosoedibio ,dansubekti . Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1983 
Santoso Urip,Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah , Jakarta: 
Kencana Prenada  
81 
 
Soetiknjo,  Iman. Politik Hukum Agraria Nasional, Yogyakarta : Gadjah 
Mada University Press, 1994 
Sugiyono,Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & 
D, Bandung: Alfabeta, 2014 
SumardjonoMaria S.W, Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah 
Menurut  
Sumber Data,  Kepala Desa 
Sumber Data, Sekretaris Desa 
Sutedi Adrian,Tinjauan Hukum Pertanahan, Jakarta; Pradnya Paramita, 
2009 
Terdaftar Hak Atas Tanahnya, Surabaya ; LaksBang Justita,2014 
UUPA, Majalah Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Unversitas Gadjah Mada, 
No.18/X/93, 
Wignjodipoero,  Soerojo. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: 
Gunung Agung, 1987 
Yogyakarta,1993  
Yustisia, Tim Visi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
dan Peraturan Terkait. Jakarta: Visimedia, 2015 
Internet : 
http://www.othe.org/ilmu-pengetahuan/ekonomi/2173/apa-itu-pengertian-
pemerintahan 
https//www.google.co.id/search?= uu tentang penyelesaian sengketa 
diluar pengadilan 
http://gemaisgery . blogspot. Com/2010/06/ penyelesaian-sengekta-
ekonomi.html 
http://lp3madililndonesia.blogspot.co.id/2011/01/devinisi-penelitian-
metode-dasar.html 
 
 
 
82 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
wawancara bersama sekretaris Desa  di kantor Desa SokkoliaKabupaten Gowa 
(kamis 27 September 2018) 
 
Wawancara bersama Kepala Desa di kantor Desa Sokkolia Kabupaten Gowa  
(Selasa 02 Oktober 2018) 
83 
 
 
 
 
Wawancara bersama salah satu staf yang ada di kantor Desa 
 
Wawancara bersama Kepala Desa mengenai siapa-siapa yang berperan dalam 
menangani kasus sengketa Tanah ( Senin 08 Oktober 2018) 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Fausiah lahir di Gowa tepatnya di Sungguminasa pada tanggal 
07 Mei 1998, anak bungsu / terakhir dari delapan bersaudara 
yang lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Sitti Maryam 
dan memiliki Ayah bernama Saleh Sugiarto. Dan menempuh 
pendidikan Taman Kanak-kanak (Tk) panyyangkalang pada 
Tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan ketingkat 
Sekolah Dasar di SDN panyyangkalang pada Tahun 2004 dan lulus pada Tahun 
2009. Kemudian lanjut pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di 
SMP.MUHAMMADIYYAH Limbung pada Tahun 2010 dan lulus pada Tahun 
2012. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di 
SMA.MUHAMMADIYYAH Bontomarannu pada tahun 2013 dan lulus pada 
Tahun 2015. Kemudian melanjutkan pada jengjang perkulahan pada Tahun 2015 
di Unversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Program S1 pada jurusan 
Peradilan di Fakultas Syariah dan Hukum. 
 
 
